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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan 

Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. 

termasuk dalam kategoriini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama 

Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau 

sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul 

buku dalam gootnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan 

transliterasi. 

Banyak  pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam 

penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun 

ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan 

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang 

menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan 

Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 

22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam 

buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guidge Arabic Transliteration), INIS 

Fellow 1992. 

A. Konsonan 

 Tidak dilambangkan   =        ا

 B   =      ب

 T   =      ت

 Ta   =      خ

 dl   =    ض

 th   =      ط

 dh   =      ظ

 (mengahadap ke atas) „   =      ع
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 J   =      ج

 H  =      ح

 Kh   =      خ

 D   =       د

 Dz   =       ذ

 R   =      ز

 Z   =      ش

 S   =     س

 Sy   =     ش

 Sh   =    ص

 gh   =      غ

 f   =     ف

 q   =     ق

 k   =     ك

 l   =     ل

 m   =      م

 n   =     ن

 w   =     و

 h   =     ي

 y   =   ي

 

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di 

awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak 

dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka 

dilambangkan dengan tanda koma di atas („), berbalik dengan koma („) untuk 

penggantian lambang ع. 

B. Vokal, Panjang dan Diftong 

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah 

ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan 

bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: 

Vokal Panjang Diftong 

a = fathah 

i = kasrah 

Â 

î 

   menjadi qâla قال

 menjadi qîlaقيل
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u = dlommah û دونmenjadi dûna 

 

Khusus untuk bacaanya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan 

“ î ”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkanya‟ 

nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya‟ setelah 

fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut: 

Diftong Contoh 

aw = و 

ay = ي 

 menjadi qawlunقىل

 menjadi khayrunخيس

 

C. Ta’marbûthah )ة( 

Ta‟ marbûthah (ة( ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah 

kalimat, tetapi ta‟ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka 

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya السسلة اللمدزسة menjadi 

al-risala li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri 

dari susunan mudlaf  dan mudlaf ilayh, maka dytransiterasikan dengan 

menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, miasalnya الله في

 menjadi fi rahmatillâh زحمة 
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D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah 

Kata sandang berupa “al” )ال(dalam lafadh jalâlah yag erada di tengah-

tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-

contoh berikut : 

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan……………………… 

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ………….. 

3. Masyâ‟Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun 

4. Billâh „azza wa jalla 

E. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, 

hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh :  شيء -     syai‟un  أمست   -  umirtu 

الىىن    -    an-nau‟un  جأخرون   -ta‟khudzûna 

F. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il (kata kerja), isim  atau huruf, ditulis 

terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah 

lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang 
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dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan 

juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh :  وان الله لهى خيس الساشقيه  -   wa innalillâha lahuwa khairar-râziqȋn. 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti 

yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan 

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya. 

Contoh :  وما محمد الآ زسىل =  wa maâ Muhammadun illâ Rasûl 

 inna Awwala baitin wu dli‟a linnâsi  =ان اول تيث وضع للدزس

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata 

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak 

dipergunakan. 

Contoh : وصس مه الله فحح قسية = nasاrun minallâhi wa fathun qarȋb 

 lillâhi al-amru jamȋ‟an  =  الله الامسجميعا 

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. 
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ABSTRAK 

Ramadhani, 15220023, 2015. Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 

Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima di Dr. RS. Soebandi 

Kabupaten Jember (Kajian Integratif Hukum Positif dan Maslahah 

Mursalah). Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing:  Iffaty 

Nasyi‟ah, M.H.  

Kata Kunci : Efektivitas, Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima 

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang 

Pedagang Kaki Lima ini telah berlaku tetapi belum terlaksana dengan maksimal. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari Peraturan Daerah 

Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima terhadap pelanggaran aturan 

Pedagang Kaki Lima dan faktor-faktor yang menghambat pemerintah dalam 

mengatasi penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Jember serta ditinjau dari 

Maslahah Mursalah sebagai perbandingan dalam hukum Islam. Penelitian ini 

dilakukan di Jalan RS. Dr. Soebandi Jember. 

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan 

yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini di jalan trotoar RS. Dr. Soebandi 

Kabupaten Jember. Menggunakan sumber data primer yaitu wawancara Kepala 

Bidang Penegak Produk Hukum Daerah Satpol PP Kabupaten Jember, Kasubak 

Kerjasama dan Dokumentasi Bagian Hukum Sekretariat Pemda Jember, para 

pedagang kaki lima, konsumen dan pengguna jalan, dan data sekunder yaitu data 

yang diperoleh berupa kata-kata, sumber data tertulis, foto, dan tindakan. 

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, efektivitas Peraturan 

Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember 

masih belum efektif. Hal tersebut terjadi karena para pedagang kaki lima tidak 

mentaati peraturan tersebut dan kesediaan alokasi resmi dari pemerintah sangat 

minim. Faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor 

masyarakat dan faktor budaya hukum menjadi hambatan dalam mengatasi 

pelanggaran pedagang kaki lima di jalan trotoar RS. Dr. Soebandi Jember. Faktor-

faktor tersebut mempengaruhi efektivitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 

Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember. Ketidak 

tersedianya fasilitas lokasi yang memadai dalam hukum Islam termasuk maslahah 

hajiyah karena adaanya PKL sangat membantu sebagian orang dan membawa 

kemudhorotan bagi sebagian masyarakat terutama pemerintah, karena sangat 

mengganggu ketertiban umum. Keberadaan Pedagang Kaki Lima di trotoar jalan 

RS. Dr. Soebandi Jember adalah bentuk ketidak terpenuhinya maslahah mursalah 

bagi para masyrakat secara umum. 
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ABSTRACT 

Ramadhani, 15220023, 2015. The Effectiveness of Application of Regional 

Regulation Number 6 of 2008 concerning Street Vendors in Dr. 

Soebandi Hospital, Jember Regency (Integrative Study of Positive 

Law and Maslahah Mursalah). Thesis. Sharia Business Law, Sharia 

Faculty, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Supervisor: Iffaty Nasyi‟ah, M.H. 

Keywords: Effectiveness, Regional Regulation, Street Vendors 

The Regional Regulation of Jember Regency Number 6 of 2008 

concerning Street Vendors is valid but has not carried out yet maximally. This 

study aims to determine the effectiveness of Regional Regulation No. 6 of 2008 

concerning Street Vendors against violations of the rules of street vendors and the 

factors that inhibit the government in overcoming the enforcement of the Regional 

Regulation of Jember Regency and viewed from Maslahah Mursalah as a 

comparison in Islamic law. This research did in Dr. Soebandi Hospital. 

This type of research uses empirical juridical with a sociological juridical 

approach. The location of this study is on the sidewalk of the Dr. Soebandi 

Hospital, Jember Regency. The primary data source of this study is the result of 

interview with the Head of the Regional Legal Products Enforcement Section of 

the Jember Regency Police Unit, the Head of the sub-section of Cooperation, and 

Documentation of the Legal Section of the Jember Regional Government 

Secretariat, street vendors, consumers and road users, and secondary data are 

obtained in the form of words, written data sources, photos, and actions. 

The results of this study conclude that, the effectiveness of Regional 

Regulation Number 6 of 2008 concerning Street Vendors in Jember Regency is 

still not effective. This happened because the street vendors did not comply with 

the regulation and the willingness of official allocations from the government was 

very minimal. Legal factors, law enforcement factors, facilities factors, 

community factors and legal cultural factors are obstacles in dealing with street 

vendor violations on the sidewalks of Dr. Soebandi Hospitals Jember. These 

factors influence the effectiveness of the application of Regional Regulation 

Number 6 of 2008 concerning Street Vendors in Jember Regency. The 

unavailability of adequate location facilities in Islamic law including maslahah 

hajiyah because of the presence of street vendors is very helpful for some people 

and brings harm to some people, especially the government, because it is very 

disturbing public order. The presence of street vendors on the sidewalks of Dr. 

Soebandi Hospital Jember is a form of unfulfilled maslahah mursalah for the 

community in general. 
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 ملخص البحث
. فؼانُت حُفُز دكى المُطمت نهباػت المخجىنىٌ بمغخشفٍ د. عىباَذٌ ٤٢٣٢، ٣٢٤٤٢٢٤٥، رمضاني

سيجُغٍ جًُبير )دساعت حكايهُت نهماَىٌ انىظؼٍ والمؼصىيت  ٤٢٢٢نغُت   ٦سلى 
انششَؼت. جايؼت يىلاَا يانك إبشاهُى المشصلاح(. بحذ جايؼٍ. لغى لاَىٌ انششَؼت. كهُت 

 الإعلايُت الحكىيُت يالاَج. المششفت: إَفاتي َاشؼت، الماجغخير.
 .انباػت المخجىنىٌ، دكى المُطمتفؼانُت،  : الكلمة الرئيسية

نهباػت المخجىنىٌ ونكٍ  ٤٢٢٢ نغُت ٦سلى سيجُغٍ جًُبير  دكى المُطمتلذ ولؼج هزا 
ػهً ظذ حُظُى فؼانُت حُفُز دكى المُطمت نهباػت المخجىنىٌ . هزا انبذذ َهذف لمؼشفت لم َخى نؼًالها

سيجُغٍ جًُبير، واعخؼشاض يٍ  دكى المُطمتانؼىايم انتي حؼشلم الحكىيت في انخصذٌ نلإَفار 
والمؼصىيت المشصلاح كًماسَت في انششَؼت الاعلايُه. ولذ اجشٌ هزا انبذذ في طشَك جمهىسَت 

 صشبغكا.
ىع انبذىد باعخخذاو انخجشَبُت انماَىَُت بانغىعُىنىجُت انماَىَُت. يىلغ انبذذ ػهً َ

سيجُغٍ جًُبير. واعخخذاو يصذس انبُاَاث الأعاعٍ هٍ  يغخشفٍ د. عىباَذٌسصُف انطشَك 
يمابهت يغ سئُظ حطبُك المُخجاث دكى المُطمت ودذاث انششطت يٍ بشاجا المؼهًين سيجُغٍ جًُبير، 

ى انفشػٍ نهخؼاوٌ وانخىرُك بمغى دكى الاياَت نهذكىياث المُطمُت جًُبير، كم انباػت وسئُظ انمغ
المخجىنين، المغخههكين ويغخؼًهى انطشق. أيا يصذس انبُاَاث انزاَىَت هٍ انبُاَاث انتي َخى الحصىل 

 ػهُها كهًاث، ويصادس انبُاَاث المكخىبت، وانصىس، والإجشاءاث.
نغُت   ٦مت نهباػت المخجىنىٌ بمغخشفٍ د. عىباَذٌ سلى فؼانُت حُفُز دكى المُطأٌ 

سيجُغٍ جًُبير لم َفؼهها فؼانت. وهزا َغبب بجشيمت انباػت المخجىنىٌ ػهً انخُظُى وحىصَغ  ٤٢٢٢
الحذ الأدنى جذا. وَأرش انغابمت انؼىايم انماَىَُت، وػايم، وعائ إَفار  سسمٍ لأسادة الحكىيت

لحكى  لمجخًؼُت وػىايم انزمافت انماَىَُت َصبخ الحىاجض لهى، دم انؼًلاءانماَىٌ، والمشافك وانؼىايم ا
المُطمت نهباػت المخجىنىٌ انشصُف بمغخشفٍ د. عىباَذٌ. ػىايم انغابمت حأد فؼانُت حُفُز دكى 
المُطمت نهباػت المخجىنىٌ بمغخشفٍ. انؼىايم انغابمت، حؤرش ػهٍ فؼانُت حُفُز دكى المُطمت نهباػت 

. ػذو حىافش يشافك المىلغ الملائًت في انششَؼت ٤٢٢٢نغُت  ٦بمغخشفٍ د. عىباَذٌ سلى  المخجىنىٌ
الاعلايُت بما في رنك المغشاث انتي لها، بغبب وجىد انباػت المخجىنين يغاػذة دما بؼط انُاط 

انُظاو انؼاو يمهما جذا. وجىد انباػت  وجهب يعاسة إلى بؼط المجخًغ والحكىيت خاصت. لأٌ
جًُبير، شكم المؼصىيت انصالح نهشؼب  بمغخشفٍ د. عىباَذٌين ػهً سصُف ػهً انششَغ المخجىن

  بصفتػايت.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era milinial ini, penyediaan lapangan pekerjaan mengakibatkan 

permasalahan bagi masyarakat  untuk mendapatkan pekerjaan. Kurangnya 

perhatian khusus oleh pemerintah daerah maupun pusat terhadap 

perkembangan masyarakat yang semakin tinggi akan kebutuhan lapangan 

pekerjaan terjadi ketidak keseimbangan dengan pertumbuhan masyarakat pada 

saat ini. 

Kehidupan ekonomi yang semakin sulit mendorong setiap individu 

untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Banyaknya profesi 

yang mensyaratkan keahlian-keahlian khusus bagi para pekerjanya menuntut 

masyarakat untuk berfikir cermat dalam menciptakan lahan pekerjaan baru 

sesuai dengan keahliannya. Salah satu pengaplikasiannya dalam mengelola 

dana mereka untuk mencapai penghasilan demi memenuhi kebutuhan hidup. 

Fiqih muamalat menyebutkan transaksi yang halal dilakukan yaitu 

melalui praktek jual beli. Secara bahasa jual beli bermakna memiliki dan 

membeli, sedangkan secara istilah jual beli merupakan suatu kegiatan tukar-

menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan.
1
 

Praktik jual beli dalam hukum bisnis adalah salah satu bentuk usaha dalam 

meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Demikian pula dalam hukum Islam, 

                                                           
1
 Syekh Abdurrahman as-Sa‟id, dkk., Fiqih Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah (Jakarta: 

Senayan Publishing, 2008), 143. 
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jual beli menjadi praktek yang sah sebagai bentuk pekerjaan untuk mencari 

nafkah yang halal. 

Pedagang kaki lima termasuk dalam kegiatan berdagang atau 

berwirausaha, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadist yang diriwayatkan 

oleh Imam Ahmad yang berbunyi sebagai berikut: 

 حِغِؼَتُ أَػِشَاسِ انشِصِقِ فٍِ انخِِّجَاسَةِ

Artinya: “Sembilan dari sepuluh pintu rezeki ada dalam 

perdagangan”.
2
 

Dari hadist tersebut bahwasannya Rasulullah menganjurkan bahwa 

perdagangan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan rezeki. 

Pada era sekarang ini tidak sedikitnya masyarakat yang berhasil 

membuka lahan pekerjaan dengan memanfaatkan pinggir jalan raya atau 

trotoar yang sejatinya disediakan untuk para pengguna pejalan kaki. Para 

penjual di pinggir jalan atau di trotoar biasanya disebut sebagai “pedagang 

kaki lima” (PKL). 

Keberadaan pedagang kaki lima memberikan dampak positif, yaitu 

terciptanya lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga-tenaga kerja 

yang tidak terserap di sektor formal. Hal ini tentunya dapat mengurangi 

tingkat pengangguran di kawasan perkotaan. Namun demikian, pesatnya 

perkembangan pedagang kaki lima tersebut menimbulkan persoalan, seperti 

kawasan perkotaan tempat berjualan para pedagang tersebut menjadi terlihat 

                                                           
2
 http://pengusahamuslim.com/2043-9-dari-10-pintu-rezeki-di-perdagangan-.html diakses pada 

tanggal 16/5/19 . 

http://pengusahamuslim.com/2043-9-dari-10-pintu-rezeki-di-perdagangan-.html
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kotor di pandang mata, terganggunya fasilitas publik karena tidak jarang 

pedagang tersebut menggunakan ruang publik sebagai tempat berjualan 

sehingga dapat mengganggu kenyamanan para pengguna fasilitas umum 

tersebut. 

Sesuai dengan UU. No. 13 Tahun 1980 Tentang Jalan, pemerinah 

berkewajiban melakukan pembinaan dalam bidang pengelolaan jalan, baik di 

pusat maupun di daerah. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang terletak di 

daerah manfaat jalan, diberi lapis permukaan, diberi evaluasi lebih tinggi dari 

permukaan perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu 

lintas kendaraan. Fungsi utama trotoar adalah untuk memberikan pelayanan 

kepada pejalan kaki sehingga dapat meningatkan kelancaran, keamanan dan 

kenyamanan pejalan kaki tersebut. Trotoar juga berfungsi mempelancar lalu 

lintas jalan raya karena tidak terganggu atau terpengaruh oleh lalu lintas 

pejalan kaki. Ruang di bawah trotoar dapat digunakan sebagai ruang untuk 

menempatkan fasilitas atau kelengkapan jalan lainnya.
3
 

Keberadaan pedagang kaki lima juga tidak sulit di jumpai dan di kenali 

di pinggir jalan, di trotoar, alun-alun kota, pinggir-pinggir toko, depan pusat 

perbelanjaan, depan rumah sakit dan di dekat-dekat pusat keramaian kota yang 

seharusnya bukan digunakan untuk berdagang. Adanya PKL di trotoar 

memiliki dampak negatif terhadap pengguna jalan umum dan trotoar yang 

mengakibatkan sempitnya jalan umum sehingga menimbulkan kemacetan, 

kurangnyamannya pejalan kaki yang menuju ke RS. Soebandi Kabupaten 

                                                           
3
Djoko Asmoro, Petunjuk Perencanaan Trotoar no. 007/T/BNKT/1990 Direktorat Jendral Bina 

Marga, Direktorat Pembinaan Jalan Kota, (Jakarta: Januari 1990), 1. 
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Jember, daerah sekitar RS. Soebandi Kabupaten Jember terlihat kurang 

menarik atau tidak indah di pandang mata. Selama ini pedagang kaki lima 

kurang begitu dikehendaki keberadaannya oleh pemerintah kota. Kehadiran 

pedagang kaki lima dianggap bertentangan dengan semangat kota yang 

menghendaki adanya ketertiban, kenyamanan, keamanan, dan keindahan kota. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pemerintah mengambil langkah 

atau tindakan tegas terhadap pedagang kaki lima, yakni dengan dibentuknya 

Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang 

Kaki Lima. Meskipun telah ada penetapan demikian, masih dijumpai 

Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melanggar aturan dengan menjadikan 

kawasan atau titik tertentu yang dilarang untuk melakukan PKL sebagai lahan 

berbisnis seperti PKL yang berdagang di trotoar depan RS. Soebandi 

Kabupaten Jember. 

Oleh karena itu peneliti berkeinginan untuk meneliti penerapan 

Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang 

Kaki Lima dengan judul “EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG 

PEDAGANG KAKI LIMA DI RS. SOEBANDI KABUPATEN JEMBER 

(Kajian Integratif Hukum Positif Dan Maslahah Mursalah)” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka dapat di ambil rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 

Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima di trotoar RS. Dr. Soebandi 

Jember? 

2. Bagaimana tinjauan pedagang kaki lima berjualan di trotoar menurut 

Maslahah Mursalah? 

C. Tujuan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat diambil tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk menjelaskan efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Jember 

Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima di trotoar RS. Dr. 

Soebandi Jember. 

2. Untuk menjelaskan tinjauan pedagang kaki lima berjualan di trotoar 

menurut Maslahah Mursalah. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Secara Teoritis 

Dilihat secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

penjelasan secara rinci dan sistematis tentang efektivitas penerapan 

peraturan daerah, sehingga dapat dijadikan salah satu sumber informasi 

dan pengetahuan bagi para pembaca, selain itu, penelitian ini juga 
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diharapkan bisa menjadi salah satu referensi bagi semua pihak yang ingin 

melakukan penelitian lebih lanjut.
4
 

2. Secara Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

yang luas, dan masukan bagi para pengambil kebijakan penertiban 

pedagang kaki lima khususnya, agar dalam menertibkan para pedagang 

lima dapat mematuhi peraturan pemerintah daerah tersebut.  

E. Definisi Operasional 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam pembahasan judul 

skripsi yang membahas mengenai pedagang kaki lima di trotoar, maka 

penyusun perlu mengemukakan secara jelas maksud dari judul tersebut. 

Kehidupan ekonomi yang semakin sulit mendorong setiap individu 

untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Banyaknya 

profesi yang mensyaratkan keahlian-keahlian khusus bagi para pekerjanya 

menuntuk untuk berfikir cermat dalam menciptakan lahan pekerjaan baru 

sesuai dengan keahliannya. Pada saat ini tidak sedikitnya masyarakat yang 

berhasil membuka lahan pekerjaan dengan biaya yang sangat rendah sudah 

dapat memperoleh pengasilan yaitu dengan memanfaatkan pinggir jalan raya 

atau trotoar sebagai lahan untuk berdagang yang sejatinya disediakan untuk 

pengguna jalan. Para pedagang di pinggir jalan itu disebut sebagai pedagang 

kaki lima (PKL). 

                                                           
4
Agung, Gusti Ngurah, Manajemen penulisan Skripsi, Tesis, dan disertasi. (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada , 2007), 154. 
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Keberadaan pedagang kaki lima di sepanjang pinggir jalan atau trotoar 

dapat membantu mengurangi angka kemiskinan di daerah Kabupaten Jember, 

mampu menyerap tenaga kerja yang tidak terserap di sektor formal. Namun 

demikian semakin pesatnya perkemabangan pedagang kaki lima menimbulkan 

persoalan atau masalah bagi pemerintah daerah Jember, yaitu menimbulkan 

kemacetan, lokasi terlihat kotor, tidak enak dipandang mata terganggunya 

kenyamanan pengguna fasilitas umum. Untuk menyelesaikan permasalahan 

ini, pemerintah Kabupaten Jember mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 

Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima guna untuk mengatur para 

pedagang kaki lima. Meskipun telah ada Perda tersebut masih banyak kita 

jumpai para pedagang kaki lima di trotoar yang masih melakukan berdagang. 

Dalam menganalisis kasus pedagang kaki lima di atas trotoar ini 

menggunakan maslahah mursalah karena teori ini merupakan teori yang 

digunakan untuk mencari nilai kemaslahatan dalam sebuah kasus, di mana 

dalam bahasa hukum Indonesia di sebut dengan kekosongan hukum. 

Fenomena ini tentu menjadi hal yang menarik bagi peneliti untuk 

menggali lebih dalam mengenai “Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah 

Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima di RS. 

Soebandi Kabupaten Jember (Kajian Integratif Hukum Positif dan Maslahah 

Mursalah)”. 
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Adapun definisi dari kata-kata dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Efektivitas adalah sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian 

tujuan yang telah ditentukan.
5
 Misalnya jika suatu pekerjaan dapat selesai 

dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut 

adalah benar atau efektif. 

2. Pedagang kaki lima (PKL) adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan 

usahanya dalam jangka waktu tertentu dan bersifat sementara di fasilitas 

umum, dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dibongkar 

pasang dan dipindahkan.
6
 

3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 adalah Peraturan Daerah yang 

dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Jember tentang pedagang kaki lima. 

4. Integratif adalah perpaduan antara hukum positif dengan hukum Islam 

yaitu dengan menyatukan, menghubungkan, atau mengaitkan bahan 

hukum positif dan hukum Islam. 

F. Sistematika Pembahasan 

Dengan maksud agar pembahasan dalam penelitian ini sistematis dan 

terstruktur dengan baik dan agar pembaca lebih mudah memahami, peneliti 

menyajikan sistematika pembahasan secara gambaran umum, maka laporan 

penelitian ini mengacu pada sistematika yang telah ada dalam buku Panduan 

Penelitian Laporan Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Adapun sistematika pembahasan dalam laporan penelitian ini terdiri 

dari lima bab sebagai berikut: 

                                                           
5
 Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, (Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan 

Nasional, 2003), 284. 
6
 Perda Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 7. 
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Bab I  : PENDAHULUAN 

 Bab ini meliputi Latar belakang, Batasan masalah, 

Rumusan masalah, Devinisi operasional, Tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, Penelitian terdahulu, dan 

sistematika pembahasan. Pada bagian ini dimaksudkan 

sebagai tahap pengenalan dan deskripsi permasalahan 

serta langkah awal yang memuat kerangka dasar teoritis 

yang akan dikembangkan dalam bab-bab berikutnya. 

Bab II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini memaparkan mengenai penelitian terdahulu 

yang berkaitan dengan penelitian ini dan sub bab landasan 

teori yang akan digunakan untuk menjawab latar belakang 

masalah yang diteliti. Dengan adanya kerangka teori atau 

landasan teori ini berisi tentang teori-teori dan atau 

konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk 

pengkajian dan analisis masalah. Landasan teori dan 

konsep-konsep tersebut nantiya akan dipergunakan dalam 

menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian ini. 

Bab III  : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini memaparkan tetang metode penelitian yang 

berisi jenis penelitian, pedekatan penelitian, lokasi 
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penelitian, sumber data (data primer dan data sekunder), 

teknik pengumpulan data (observasi, wawancara, 

dokumentasi), metode pengolahan data (pemeriksaan data, 

klasifikasi, verifikasi, analisis, kesimpulan). 

Bab IV  : PEMBAHASAN 

Pada bab keempat ini memaparkan data yang didalamnya 

berisikan data dari hasil penelitian yang telah diedit, 

diklasifikasi, di verifikasi dan dianalisis oleh peneliti 

untuk mencari jawaban rumusan masalah yang telah 

ditetapkan. 

Bab V  : PENUTUP 

Pada bab kelima ini merupakan kesimpulan dari seluruh 

rangkaian pembahasan, sehingga pada bab lima ini 

berisikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang 

bersifat kontruktif agar semua upaya pernah dilakukan 

serta segala hasil yang telah di capai bisa ditingkatkan 

kepada arah yang lebih baik. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. PENELITIAN TERDAHULU 

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian-penelitian 

yang pernah dilakukan sebelumnya. Hasil dari penelitian  ini diharapkan 

dapat melengkapi hasil penelitian-penelitian terdahulu baik untuk 

memperkuat atau mendukung hasil penelitian maupun memberi verifikasi 

terhadapnya. Penelitian terdahulu untuk membandingkan fokus penelitian 

yang akan diteliti dan sudah diteliti oleh peneliti lain. Bagian ini juga 

berfungsi untuk menghindari pengulangan materi atau kajian yang sama. 

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan pada 

bidang kajian ini adalah sebagai berikut: 

1. Nur‟ainani Marsono, 2015, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam skripsinya 

yang berjudul “Praktik Pedagang Kaki Lima di Kawasan Nol Kilometer 

Malioboro Yogyakarta (Tinjauan Dari Segi Yuridis dan Hukum Islam). 

Dalam skripsinya peneliti menjelaskan bahwa dari segi aturan yang 

dibentuk, pemerintah tidak hanya menetapkan larangan untuk berjualan 

di beberapa lokasi, tetapi juga memberikan alternatif tempat lain seperti 

beberapa titik di daerah Malioboro yang secara lengkapnya diatur 

dalam Peraturan Walikota Yogyakarta No. 37 Tahun 2010 tentang 

Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro A Yani. 

Sedangkan dalam kaidah fikih praktek pedagang kaki lima telah 
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memanfaatkan fasilitas umum yang tidak diperbolehkan untuk 

dijadikan sebagai tempat berdagang. Perilaku PKL tersebut telah 

melanggar hukum sehingga membawa kemudaratan bagi pihak lain 

dengan menciptakan lokasi yang semakin ramai dan tidak 

mempertimbangkan hak, keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki. 

Hal tersebut tidak sesuai dengan kaidah fikih bahwa menolak mudarat 

lebih diutamakan daripada pencapaian kemaslahatan. Jenis penelitian 

ini menggunakan penelitian lapangan (field research). Penelitian ini 

sama-sama membahas penggunaan jalan umum sebagai berjualan selain 

itu menggunakan penelitian empiris atau field research.
7
 

2. Isnaini Nur Hasanah, 2014, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam skripsinya 

yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Perda No. 

26 Tahun 2002 Tentang Larangan Berjualan di Trotoar (Studi Kasus di 

Trotoar Malioboro dan Trotoar  Stasiun Lempunyangan Yogyakarta). 

Dalam skripsinya peneliti menjelaskan bahwa dalam praktek Perda No. 

26 Tahun 2002 dapat dilihat dari segi pelaksanaan masih kalah dengan 

hukum adat atau hukum kebiasaan, yang sering disebut dalam hukum 

Islam Urf. Dalam pandangan hukum Islamnya tentang adanya Perda 

tersebut, seharusnya dapat mengatur kegunaan trotoar yang sudah di 

sediakan oleh KIMPRASWIL. Maka dari itu, di lihat dengan 

pendekatan maqasid asy-syari‟ah, dapat dijabarkan bahwasannya apa 

                                                           
7
Nur‟ainani Marsono, Praktik Pedagang Kaki Lima di Kawasan Nol Kilometer Malioboro 

Yogyakarta (Tinjauan Dari Segi Yuridis dan Hukum Islam), Skripsi, (Yogyakarta: Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015). 
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yang sudah ada dalam Peraturan Daerah tersebut masih diabaikan oleh 

para pedagang kaki lima. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

empiris atau lapangan (field research). Sama-sama meneliti tentang 

larangan berjualan di trotoar. Yang membedakan penelitian ini yaitu 

Perda yang digunakan No. 26 tahun 2002 tentang larangan berjualan di 

trotoar dalam lingkup Yogyakarta, sedangkan peneliti lebih 

menekankan efektivitas sebuah perda tersebut, menggunakan Perda no. 

6 Tahun 2008 Kabupaten Jember tentang larangan berjualan di trotoar.
8
 

3. Stifani Ika Cahyani, 2016, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam skripsinya yang 

berjudul “Penggunaan Jalan Umum Oleh Pedagang Kaki Lima 

Perspektif Peraturan Daerah Sidoarjo No. 10 Tahun 2013 dan Maqashid 

Syariah”. Dalam skripsinya peneliti menjelaskan mengenai peraturan 

daerah Sidoarjo No. 10 Tahun 2013 tentang ketertiban umum dan 

ketentraman umum penggunaan jalan oleh pedagang kaki lima masih 

belum berjalan seperti yang diharapkan masih banyak hambatan dan 

pemerintah Sidoarjo sendiri belum melakukan evaluasi mengenai 

Peraturan Bupati tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki 

lima Kabupaten Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2014 karena adanya 

Kendala-kendala yang dihadapi penyediaan lokasi khusus sentral 

pedagang kaki lima. Sedangkan menurut maqoshid syariah pengunaan 

                                                           
8
 Isnaini Nur Hasanah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Perda No. 26 Tahun 2002 

Tentang Larangan Berjualan di Trotoar (Studi Kasus di Trotoar Malioboro dan Trotoar  Stasiun 

Lempunyangan Yogyakarta), Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2014). 



14 
 

 

jalan umum sebagai lahan bisnis merupakan wujud untuk memelihara 

kemaslahatan bagi dirinya dan keluarganya para pedagang kaki lima 

tersebut, akan tetapi kalau kemaslahatan tersebut berbenturan dengan 

ketidak maslahatan orang lain, yang merasa dirugikan jual beli para 

pedagang kaki lima menyebabkan kerugian terhadap orang lain maka 

kemaslahatan pedagang kaki lima itu tidak diperbolehkan karena 

dianggap mengandung mafsadad yakni dapat mengancam keselamatan 

jiwa orang lain serta dapat merugikan orang lain seperti dapat 

mengakibatkan kemacetan dan merusak tatanan kota karena 

kehadirannya pedagang kaki lima. Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu empiris (field research). Kesamaan dalam 

penelitian ini dengan peneliti yaitu Objeknya sama-sama pedagang kaki 

lima, menggunakan perda sebagai tinjauan hukum positifnya dan 

menggunakan penelitian empiris. Sedangkan yang membedakan yaitu 

Meneliti menggunakan persepektif maqashid syariah sedangkan peneliti 

menggunakan kajian integratif hukum positif dan Maslahah Mursalah.
9
 

TABEL 1. Perbedaan dan Persamaan Penelitian ini dengan Penelitian Terdahulu 

No. Nama/Fakultas/PT/Tahun Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Nur‟ainani Marsono, 

Mahasiswa Fakultas 

Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2015 

Praktik 

Pedagang Kaki 

Lima di 

Kawasan Nol 

Kilometer 

Malioboro 

Yogyakarta 

Sama-sama 

membahas 

penggunaan 

jalam umum 

sebagai 

berjualan 

selain itu 

Meneliti 

praktik 

pedagang 

kaki lima 

di kawasan 

nol 

kilometer 

                                                           
9
Stifani Ika Cahyani, “Penggunaan Jalan Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Perspektif Peraturan 

Derah Sidoarjo No. 10 Tahun 2013 dan Maqashid Syariah”, Skripsi, (Malang : Fakultas Syariah 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016). 
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(Tinjauan Dari 

Segi Yuridis 

dan Hukum 

Islam) 

keduanya 

menggunak

an 

penelitian 

empiris 

Malioboro 

Yogyakarta 

sedangkan 

peneliti 

menggunak

an 

Efektivitas 

perda 

kabupaten 

Jember No. 

6 tahun 

2008 

Tentang 

Pedagang 

Kaki Lima 

2. Isnaini Nur Hasanah, 

Mahasiswa Fakultas 

Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2014 

Tinjauan 

Hukum Islam 

Terhadap 

Penerapan 

Perda No. 26 

Tahun 2002 

Tentang 

Larangan 

Berjualan di 

Trotoar (Studi 

Kasus di 

Trotoar 

Malioboro dan 

Trotoar  Stasiun 

Lempunyangan 

Yogyakarta) 

Sama-sama 

meneliti 

tentang 

larangan 

berjualan di 

trotoar dan 

menggunak

an empiris 

Perda yang 

digunakan 

No. 26 

tahun 2002 

tentang 

larangan 

berjualan 

di trotoar 

dalam 

lingkup 

Yogyakarta

, sedangkan 

peneliti 

lebih 

menekanka

n 

efektivitas 

sebuah 

perda 

tersebut, 

menggunak

an Perda 

no. 6 

Tahun 

2008 

Tentang 

Pedagang 

Kaki Lima 

3 Stifani Ika Cahyani, 

Fakultas Syariah 

Universitas Islam Negeri 

Penggunaan 

Jalan Umum 

Oleh Pedagang 

Objeknya 

sama-sama 

pedagang 

Meneliti 

menggunak

an 
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Maulana Malik Ibrahim 

Malang, 2016 

Kaki Lima 

Perspektif 

Peraturan 

Derah Sidoarjo 

No. 10 Tahun 

2013 dan 

Maqashid 

Syariah 

kaki lima, 

menggunak

an perda 

sebagai 

tinjauan 

hukum 

positifnya 

dan 

menggunak

an 

penelitian 

empiris. 

persepektif 

maqashid 

syariah 

sedangkan 

peneliti 

menggunak

an kajian 

integratif 

hukum 

positif dan 

Maslahah 

Mursalah 

4 Ramadhani, Fakultas 

Syariah Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang, 2019 

Efektivitas 

Penerapan 

Peraturan 

Daerah 

Kabupaten 

Jember Nomor 

6 Tahun 2008 

Tentang 

Pedagang Kaki 

Lima Di RS. 

Soebandi 

Kabupaten 

Jember (Kajian 

Integratif 

Hukum Positif 

dan Maslahah 

Mursalah) 

- - 

Hasil dari penelitian terdahulu di atas, nampak sekali perbedaan baik 

dari segi tinjauan dan objek, dan masing-masing memiliki titik fokus kajian di 

berbagai daerah. Sedangkan peneliti akan memfokuskan Efektivitas Peraturan 

Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima yang berjualan di 

atas trotoar di jalan RS. Dr. Soebandi Kabupaten Jember dan peneliti 

meninjau hukum Islam nya dengan menggunakan maslahah mursalah. 
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B. Kajian Pustaka 

1. Teori Efektivitas Hukum 

Efektivitas berasal dari kata efektif, yang salah satunya memiliki 

artian yaitu dapat membawa hasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil 

dengan baik.
10

 Menurut H. Emerson efektivitas merupakan pengukuran 

terhadap tujuan yang ingin dicapai sebelumnya. Pendapat yang sama 

disampaikan oleh Hidayat yang menjelaskan bahwa efektivitas adalah 

suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas 

dan waktu) telah dicapai.
11

 Dalam penegakan hukum, nilai suatu ke 

efektivitasan ini sangat diperlukan untuk melihat apakah hukum yang akan 

atau sedang diterapkan dalam masyarakat ini bisa diterima dan bahkan 

bisa dipatuhi oleh masyarakat. Berikut ini beberapa pendapat para ahli 

terkait efektivitas hukum: 

a. Teori Efektivitas Hukum Menurut Lawrence Meir Friedman 

Lawrence Meir Friedman membagi unsur sistem hukum 

menjadi 3 jenis, yaitu: 

1) Substansi Hukum yaitu hakikat dari isi yang dikandung dalam 

peraturan perundang-undangan. Substansi mencakup semua 

aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, seperti 

hukum materiil (hukum substantif), hukum formil (hukum acara), 

dan hukum adat. Dalam substansi hukum inilah yang menentukan 

                                                           
10

 Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2003), 

284. 
11

Hidayat, Teori efektivitas Dalam Kinerja Karyawan, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 

1996), 40. 
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bisa atau tidaknya suatu hukum itu dilaksanakan. Substansi ini 

juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya 

aturan yang ada dalam kian Undang-Undang (Law books). Dan 

hukum yang hidup di masyarakat inilah yang dijadikan acuan 

dalam membangun hukum yang berkeadilan. Misalnya: dalam 

Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 bahwa “segela pungutan pajak harus 

berdasarkan Undang-Undang”, sehingga dalam setiap pungutan 

pajak harus brdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.
12

 

2) Struktur Hukum yaitu tingkatkan atau susunan hukum, 

pelaksanaan hukum, peradilan, lembaga-lembaga (pranata-

pranata) hukum dan pembuat hukum. Mengenai struktur hukum 

ini menentukan bahwa bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan 

dengan baik. Didalam aturan perundang-undangan struktur hukum 

terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan 

Pelaksanaan Pidana (Lepas). Sehingga dalam melaksanakan tugas 

dan tanggung jawab aparat penegak hukum tersebut tidak 

terpengaruh dengan kekuasaan pemerintah dan pengaruh-

pengaruh politik lainnya dalam suatu kasus hukum yang sedang 

terjadi.
13

 

3) Budaya Hukum merupakan sikap-sikap warga masyarakat beserta 

nilai-nilai yang dianutnya atau dapat dikatakan, bahwa budaya 

                                                           
12

 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, (Cet II; Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 121. 
13

 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum. 121. 
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hukum adalah keseluruhan jalinan nilai sosial yang berkaitan 

dengan hukum beserta sikap-tindak yang mempengaruhi hukum. 

Bagian-bagian dari kultur pada umumnya, kebiasaan-kebiasaan, 

opini warga masyarakat dan pelaksanaan hukum atau mejauhi 

hukum. Budaya hukum merupakan gambaran dari sikap dan 

perilaku terhadap hukum serta keseluruhan faktor-faktor  yang 

menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang 

sesuai dan dapat di terima oleh warga masyarakat dalam kerangka 

budaya masyarakat. Budaya hukum menjadikan kebiasaan-

kebiasaan baik berkembang seiring dengan perkembangan 

masyarakat sebab kebiasaan-kebiasaan yang hidup di masyarakat 

pada akhirnya membentuk sebuah norma yang membatasi suatu 

kelompok masyarakat tentang boleh atau tidaknya suatu perbuatan 

tersebut dilakukan. Sehingga pada akhirnya hukum juga harus 

dimaknai sebagai norma yang hidup di masyarakat dan menjadi 

bagian dari masyarakat itu sendiri.
14

 

b. Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto 

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dikatakan 

efektif atau tidak efektifnya sebuah hukum terdapat 5 (lima) faktor 

sebagai berikut: 

 

 

                                                           
14

Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum. 122. 
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1) Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang) 

Mengenai berlakunnya Undang-Undang tersebut, terdapat 

beberapa asas yang memiliki tujuan agar Undang-Undang tersebut 

memiliki dampak positif yang artinya, supaya Undang-Undang 

tersebut bisa mencapai tujuannya, sehingga dapat dikatakan efektif. 

Berikut asas-asas tersebut antara lain:
15

 

a) Undang-Undang tidak berlaku surut 

b) Undang-Undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, 

mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula 

c) Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan 

Undang-Undang yang bersifat umum apabila pembuatannya 

sama 

d) Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan 

Undang-Undang yang berlaku terdahulu 

e) Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat 

f) Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai 

kesejahteraan spritual dan material bagi masyarakat maupun 

pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi) 

Dengan adanya asas-asas tersebut memungkinkan untuk 

peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku cukup 

sistematis, singkron dan dapat diterima oleh kalangan masyarakat. 

                                                           
15

 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Cet XIII; Jakarta: 

PT Rajagrafindo Persada, 2014), 12. 
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2) Faktor penegak hukumnya (pihak-pihak  yang membentuk maupun 

menerapkan hukum) 

Faktor penegak hukum yakni para pihak yang membentuk 

maupun yang menerapkan hukum tersebut. Penegak hukum ialah 

golongan yang mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu 

sesuai dengan aspirasi masyarakat dan sebagai panutan dalam 

masyarakat mereka yang bertugas dibidang-bidang kehakiman, 

kepolisian, kejaksaan, kepengacaraan dan pemasyarakatan, mereka 

harus dapat berkomonikasi dan mendapatkan pengertian dari 

masyarakat, disamping mampu membawakan atau mejalankan 

peranan yang dapat diterima oleh mereka. Para penegak hukum 

harus tepat dalam memilih waktu dan lingkungan dalam 

memperkenalkan peraturan atau norma-norma hukum yang baru 

serta memberikan keteladanan yang baik.
16

 

Faktor yang mempengaruhi sebuah hukum tersebut efektif 

atau tidaknya yaitu para penegak hukumnya di lihat dari kinerja 

apakah sudah melakukan tugasnya dengan baik dan sampai sejauh 

mana batasan-batasan yang dimiliki oleh para penegak hukum 

dalam menjalankan kebijakan-kebijakan mereka. 

 

 

 

                                                           
16

Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 19. 
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3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum 

Ukuran efektivitas hukum pada faktor sarana dan fasilitas 

yang medukung penegak hukum adalah sebagai berikut:
17

 

a) Prasarana yang tidak ada perlu diadakan 

b) Prasarana yang rusak perlu segera di perbaiki atau dibetulkan 

c) Prasarana yang kurang lengkap perlu ditambahi atau dilengkapi 

d) Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya 

e) Prasarana yang mengalami kemerosotan atau kemunduran 

fungsi perlu ditingatkan fungsinya. 

4) Faktor masyarakat 

Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut 

berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari 

masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam 

masyarakat. oleh karena itu, dipandang dari sudat tertentu maka 

masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. 

Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-

pendapat tertentu mengenai hukum. Diantaranya sebagai berikut:
18

 

a) Hukum sebagai ilmu pengetahuan 

b) Hukum sebagai disiplin 

c) Hukum sebagai norma atau kaidah 

d) Hukum sebagai tata hukum 

e) Hukum sebagai petugas ataupun pejabat 

                                                           
17

 Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 44. 
18

 Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 46. 
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f) Hukum sebagai keputusan pejabat atau pengusaha 

g) Hukum sebagai proses pemerintahan 

h) Hukum sebagai perilaku teratur dan unik 

i) Hukum sebagai jalinan nilai 

j) Hukum sebagai seni 

Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada 

hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk 

mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan 

petugas. Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum 

senantiasa dikaitkan dengan pola prilaku penegak hukum tersebut, 

yang menurut pendapatanya merupakan pencerminan dari hukum 

sebagai struktur maupun proses.
19

 

5) Faktor Budaya 

Faktor kebudayaan merupakan sebagai hasil karya, cipta dan 

rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan 

hidup. kebudayaan (Sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-

nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai uang 

merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap 

baik dan apa yang di anggap buruk. Nilai-nilai tersebut, lazimnya 

merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan 

ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi 

                                                           
19

 Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 46. 
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pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan 

ini.
20

 

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh 

karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak 

ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. 

2. Pedagang Kaki Lima 

Pedagang kaki lima atau PKL adalah istilah untuk menyebut 

penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial diatas daerah milik 

jalan (DMJ) yang diperuntukkan untuk  pejalan kaki. Ada yang 

berpendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang 

menggunakan gerobak, istilah ini sering ditafsirkan demikian karena 

jumlah kaki pedagang ada lima, lima kaki tersebut adalah dua kaki 

pedagang di tambah tiga “kaki” gerobak yang sebenarnya ada tiga roda 

atau dua roda dan satu kaki.
21

 

Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan Belanda 

pemerintah waktu itu menerapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun 

hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki lebar jarak untuk 

pejalan kaki adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter 

Pada saat Indonesia sudah merdeka, luas jalan untuk pejalan kaki 

banyak di manfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan, dahulu 

namanya adalah pedagang emperan jalan yang sekarang menjadi sebutan 

                                                           
20

 Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 60. 
21

Mustafa, Ali Achan, Model Transformasi Sosial Sektor Informasi, Sejarah, Teori, dan Praksis 

Pedagang Kaki Lima, (Malang: Trans Publishing, 1995). 
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pedagang kaki lima, di beberapa tempat pedagang kaki lima 

dipermasalahkan karena mengganggu para pengendara motor atau 

pengguna jalan kaki di trotoar sehingga menimbulkan kemacetan karena 

tambah sempitnya jalan raya tersebut, tetapi pedagang kaki lima kerap 

menyediakan makanan atau barang lain dengan harga yang lebih terjankau 

murah dari pada toko-toko, modal yang dikeluarkan pun kecil, sehingga 

kerap mengundang pedagang yag hendak memulai bisnis dengan modal 

yang kecil atau orang kalangan ekonomi lemah yang biasanya mendirikan 

bisnisnya disekitar rumah mereka.
22

 

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 

2008 tentang Pedagang Kaki Lima yang dimaksud dengan Pedagang Kaki 

Lima (PKL) adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya 

dalam jangka waktu tertentu dan bersifat sementara di fasilitas umum, 

dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah di bongkar pasang 

dan dipindahkan.
23

 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang 

Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember 

 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 

Tentang Pedagang Kaki Lima yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 7 

menyebutkan bahwasannya “Pedagang kaki lima yang selanjutnya disebut 

PKL adalah Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah 

                                                           
22

Lihat diartikel Konsep dan Definisi Kaki Lima (BPS Provinsi). 

23
 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima Bab I 

Pasal 1 Ayat 7. 
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pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu 

tertentu dan bersifat sementara di fasilitas umum, dengan menggunakan 

sarana berdagang yang mudah di bongkar pasang dan dipindakan”. 

Dapat disimpulkan PKL merupakan pelaku usaha yang berjualan di sekitar 

tatanan kota, dan pemerintahan Jember sudah menentukan tempat di mana 

pelaku usaha pedagang kaki lima dapat melakukan bisnis dagangnya. 

Numun pada fakta dilapangan masih banyak para pedagang kaki lima yang 

melanggar ketentuan perda tersebut, masih banyaknya pedagang kaki lima 

yang melakukan usaha bisnis berdagangnya di atas trotoar salah satunya di 

trotoar RS. Dr. Soebandi Kabupaten Jember, hal ini sangat merugikan bagi 

penikmat fasilitas trotar sebagai rute pejalan kaki dan merusak tatanan 

kedisiplinan kota. Di jelaskan dalam Perda No 6 Tahun 2008 tentang 

Pedagang Kaki Lima dalam Pasal 6 yaitu: 

1. Setiap PKL yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin 

lokasi PKL 

2. Setiap PKL hanya dapat memiliki 1 (satu) izin dan tidak dapat 

dipindahtangankan kepada siapapun dan dalam bentuk apapun 

3. Permohonan izin lokasi PKL disampaikan secara tertulis kepada 

Bupati melalui pejabat yang ditunjuk 

4. Izin lokasi PKL berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat 

diperpanjang 

5. Perolehan izin lokasi PKL tidak dipungut biaya 
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6. Ketentuan mengenai tata cara perolehan izin diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 11 yang berbunyi: 

1. PKL yang telah memperoleh izin lokasi diberikan sanksi dalam 

bentuk peringatan dan tegoran secara tertulis apabila: 

a. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan 

sebagaimana ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya 

b. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 

8 dan Pasal 9. 

2. Peringatan tertulis dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) 

minggu. 

3. Setalah dilakukan peringatan dan tegoran sebagaimana di maksud 

pada ayat (2) PKL bersangkutan masih tidak mengindahkan maka di 

beri surat tegoran. 

4. Apabila tegoran sebagaimana di maksud pada ayat (3) masih tetap 

tidak diindahkan maka PKL yang bersangkutan akan dilakukan 

pembongkaran. 

5. Peringatan dan tegoran tertulis dikeluarkan oleh Bupatti atau pejabat 

yang ditunjuk. 

Pemerintah telah memberikan sebuah aturan kepada pedagang kaki 

lima yang bersifat mengikat sehingga pedagang kaki lima tersebut harus 

mematuhi peraturan tersebut jika ingin berdagang di sekitar tatanan kota, 
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tetapi di samping itu pemerintah juga harus mengefektivitaskan peraturan 

tersebut sehingga tidak ada kesalah pahaman dari kedua belah pihak. 

Disini peneliti masih melihat bahwasannya peraturan itu masih di langgar 

oleh pedagang kaki lima seakan-akan adanya peraturan daerah seperti 

tidak ada efeknya buat pedagang yang melanggar peraturan tersebut, bisa 

dikatakan keefektivitasan perda tersebut perlu dipertanyakan lagi. Penegak 

hukum sangat memiliki peran penting dalam menegakkan peraturan 

tersebut yaitu Satpol PP. 

4. Maslahah Mursalah 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Maslahah 

Mursalah dalam menganalisis kasus Pedagang Kaki Lima di atas Totoar. 

Hal ini disebabkan karena teori Maslahah Mursalah merupakan teori yang 

di gunakan untuk mencari nilai kemaslahatan dalam sebuah kasus, dimana 

yang dalam bahasa hukum Indonesia disebut dengan kekosongan hukum. 

Berikut akan dijelaskan tentang Maslahah Mursalah 

a. Pengertian Maslahah Mursalah 

Sebelum menjelaskan arti maslahah mursalah, perlu dibahas 

lebih dahulu tentang maslahah, karena maslahah mursalah itu 

merupakan salah satu bentuk maslahah. 

Maslahah berasal dari kata shalaha dengan penambahan “alif” 

di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” 

atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata shalah yaitu 

“manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”. 



29 
 

 

Pengertian maslahah dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-

perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya 

yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi 

manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti 

menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak 

atau menghindarkan menolak kemudaratan atau kerusakan. Jadi setiap 

yang mengandung manfaat patut maslahah. Dengan begitu maslahah 

itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan 

kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudaratan. 

Dalam mengertikan maslahah secara definitif terdapat 

perbedaan rumusan di kalangan ulama yang kalau dianalisis ternyata 

hakikatnya adalah sama.
24

 

1. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya maslahah itu 

berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau manfaat 

(keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun 

hakikat dari maslahah adalah 

“Memelihara tujuan syara‟ (dalam menetapkan hukum)”. 

Sedangkan tujuan syara‟ dalam menetapkan hukum itu ada lima, 

yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 

Jadi setiap sesuatu yang terdiri dari 5 maqosid syara‟  itu yang 

disebut dengan maslahah dan setiap sesuatu diluar dari 5 syara‟ 

tersebut disebut dengan mafsadat (kerusakan). 
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2. Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan 

definisi al-Ghazali di atas yaitu: 

“Memelihara tujuan syara‟ (dalam menetapkan hukum) dengan 

cara menolak atau menghindarkan kerusakan dari manusia”. 

Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi al-Ghazali dari 

segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu 

mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak 

kemaslahatan berarti menarik kerusakan. 

Menurut pandangan Wahbah Zuhaili adalah beberapa sifat atau 

indikasi yang mempertemukan antara syariat dan maksud syariat 

tersebut, sehingga didapatkan kepastian hukum untuk mendatangkan 

kemaslahatan dan menolak kemudhoratan.
25

 

Dari beberapa definisi tentang maslahah dengan rumusan yang 

berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa maslahah  itu adalah 

sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan 

kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, 

sejalan dengan tujuan syara‟ dalam menetapkan hukum. 

Dari kesimpulan tersebut terlihat adanya perbedaan antara 

maslahah dalam pengertian bahasa (umum) dengan maslahah dalam 

pengertian syara‟ yang dijadikan rujukan. Mashlahah dalam 

pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia 
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dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau 

hawa nafsu. Sedangkan pada mashlahah dalam artian syara‟ yang 

menjadi titik bahasan dalam ushul fiqh, yang selalu menjadi ukuran 

dan rujukannya adalah tujuan syara‟ yaitu memelihara agama, jiwa 

akal, keturunan, dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan 

kebutuhan manusia, yaitu mendapatkan kesenangan dan 

menghindarkan ketidaksenangan. 

b. Pembagian Maslahah Mursalah 

Dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan 

hukum, maslahah ada tiga macam, yaitu maslahah dharuruyah, 

maslahah hajiyah, dan maslahah tahsiniyah.
26

 

1. Maslahah dharuriyah adalah sesuatu yang berkaitan dengan 

kehidupan manusia baik secara agama maupun duniawi, yang 

apabila tidak terpenuhi maka kehidupan didunia orang tersebut 

akan hilang atau terancam. Dan dharuriyah itu terdiri dari 5 

macam yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. 

2. Maslahah hajiyah adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia 

untuk menghilangkan kegentingan saja, dan apabila tidak 

terpenuhi maka manusia itu akan berada pada keadaan mendesak, 

tidak sampai membahayakan kehidupannya. 

Contoh maslahah hajiyah adalah: suatu pekerjaan-pekerjaan 

muamalat seperti berdagang, membeli, meminjam, rukhsoh, 
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dibolehkan tidak berpuasa bagi orang yang hamil, orang yang 

menyusui dan orang yang sakit. 

3. Mashlahah tahsiniyah adalah maslahah yang bermaksud untuk 

mendapatkan kesempurnaan dalam hidupnya. Seperti berdandan, 

memakai pewangi-wangian. 

Tiga bentuk maslahah tersebut, secara berurutan 

menggambarkan tingkat peringkat kekuatannya. Yang kuat adalah 

maslahah dharuriyah, kemudian dibawahnya adalah maslahah hajiyah 

dan berikutnya maslahah tashsiniyah. Dharuriyah yang lima itu juga 

berbeda tingkat kekuatannya, secara berurutan adalah agama, jiwa, 

akal, keturunan, dan harta. Perbedaan tingkat kekuatan ini terlihat bila 

terjadi pembenturan kepentingan antar sesamanya. Didalam hal ini 

harus didahulukan dharuri atas haji; dan didahulukan haji atas  

tahsiniyah. 

c. Kedudukan atau Kehujjahan Maslahah Mursalah 

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa maslahah mursalah tidak 

sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah karena bidang 

ibadah harus diamalkan sebagaimana adanya yang diwariskan oleh 

Rasulullah SAW, dan oleh itu dalam bidang ibadah tidak bisa 

berkembang. 
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Dalam kehujjahan maslahah mursalah, terdapat perbedaan 

pendapat dikalangan ulama ushul di antaranya adalah:
27

 

1. Maslahah mursalah menurut para jurhur ulama‟ tidak bisa 

dijadikan hujjah yang mutlak sebagaimana dikatakan oleh ibnu 

Hajib Maslahah Mursalah itu sebuah pilihan. Dan menurut imam 

al-Amadi Maslahah Mursalah adalah sebuah hak yang disepakati 

oleh para ahli fiqh. 

2. Maslahah mursalah menurut Imam Haromain yang mengutik dari 

Imam Malik mengatakan bahwa maslahah mursalah itu adalah 

hujjah yang mutlak. Berpegang pada hadis yang diriwayatkan oleh 

Imam Malik yang berbunyi boleh membunuh 3 dari makhluk 

untuk kemaslahatan 30 orang. 

3.  Maslahah Mursalah menurut Imam Ghazali adalah bisa 

dikatakan hujjah yang qot‟ih atau yang pasti jika kemaslahatan itu 

besifat dharuriayah dan jika tidak maka tidak masuk dari hujjah 

yang qot‟ih. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam 

penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan,
28

 pada dasarnya metode 

penelitian merupakan strategis yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data 

yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang di hadapi, maka penulis 

melakukan penelitian terhadap objeknya dan langsung berinteraksi dengan sumber 

data. Hal ini adalah rencana pemecahan bagi persoalan yang sedang diteliti. 

Adapun rangkaian kegiatan yang penulis gunakan dalam metodelogi penelitian ini 

adalah: 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah segala informasi yang 

diperoleh dari eksperimen, observasi, dan atau penelitian. Penelitian yuridis 

empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum didalam 

masyarakat.
29

 

Penelitian lapangan (Field Research) yang mana juga dia anggap 

sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Selain itu, penelitian 

yuridis empiris juga bertujuan untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, 

tidak cukup hanya dilakukan dengan melakukan studi mengenai sistem norma 

saja. Hukum yang pada kenyataannya dibuat dan diterapkan oleh manusia 
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yang hidup dalam masyarakat. pada penelitian lapangan ini peneliti akan 

melakukan penelitian di Kabupaten Jember dengan melihat fakta yang terjadi 

di masyarkat khususnya pada pedagang kaki lima. 

Jadi jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis empiris, yaitu memandang hukum bukan saja sebagai perangkat kaidah 

yang bersifat normatif, akan tetapi juga melihat bagaimana hukum berinteraksi 

dengan masyarakat. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dikarenakan 

bahwa persoalan-persoalan yang terjadi dalam bidang hukum, adalah masalah-

masalah sosial yang memerlukan pendekatan secara sosiologis untuk 

menganalisis masalah-masalah hukum.
30

 Penelitian yuridis sosiologis atau 

disebut penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan madzhab Sociological 

jurisprudnce. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan 

perundang), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan 

perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi ang terjadi 

ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Dalam penelitian yuridis 

sosiologis, peneliti akan mengkaji Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah 

Kabuoaten Jember No. 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima.. 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini tepatnya terletak di jalan DR. Soebandi 

Kabupaten Jember, Pemda Kabupaten Jember dan Kantor Satpol PP 
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Kabupaten Jember Peneliti memilih lokasi penelitian di Jalan DR. Soebandi 

Kabupaten Jember karena tempat ini merupakan kawasan dimana pedagang 

kaki lima dilarang melakukan berjualan diatas trotoar, Pemda Kabupaten 

Jember dan kantor Satpol PP merupakan tempat dimana sumber data diperoleh 

dengan mewawancarai sebagian satpol PP yang bertugas. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data dalam hal ini yang dimaksud dari mana data penelitian 

yang diperoleh, guna mempermudah dalam pengumpulan data. Maka dari itu 

sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori: 

a) Jenis Data 

Jenis data dalam penulisan penelitian ini adalah bersifat kualitatif. 

Yaitu data yang berbentuk kata-kata dan tindakan orang-orang yang 

diamati atau diwawancarai.
31

 Sehingga pengelolaan data tidak 

mengguganakan tekhnik stastika atau perhitungan, akan tetapi 

dideskripsikan dalam suatu penjelasan dalam bentuk kalimat. Dalam 

penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan metode 

wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Bidang Penegak 

Produk Hukum Daerah Satpol PP Kabupaten Jember, Kasubak Kerjasama 

dan Dokumentasi Bagian Hukum Sekretariatan Pemda Jember dan 

Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember. 
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b) Sumber Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif 

adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau 

lisan dari orang dan pelaku yang diamati. 

Sumber data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan 

responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam 

bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian 

tersebut.
32

 Data penelitian empiris biasanya dibedakan menjadi dua 

macam, taitu data yang diperoleh secara langsung dan data yang 

diperoleh dari bahan pustaka.
33

 Dalam hal ini data yang dibutuhkan 

penelitian diperoleh dari dua sumber, yaitu: 

1. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber 

data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung 

dengan permasalahan yang diteliti.
34

 Sumber data primer diperoleh 

melalui wawancara terhadap Pemerintahan Daerah bagian hukum 

selaku pembuat hukum di Kabupaten Jember  atau aparat yang 

berwenang yaitu satuan polisi pamong praja (Satpol PP) selaku 

penegak hukum, pedagang kaki lima serta masyarakat sekitar. 
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2. Sumber data sekunder merupakan data yang sudah dalam bentuk jadi 

didapatkan dari sumber bacaan dan berbagai sumber lainnya.
35

 

Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis antara lain buku, 

peraturan perundang-undangan, serta jurnal maupun website yang 

berhubungan dengan objek penelitian. Peneliti menggunakan sumber 

data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi 

informasi. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini penliti fokus bertanya pada permasalahan, sehingga 

data-data bisa dikumpulkan semaksimal mungkin. Dalam penelitian ini 

peneliti memilih para Pedagang Kaki Lima dan Polisi Pamong Praja sebagai 

narasumber dalam pengumpulkan data. 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka 

peneliti menggunakan tekhnik pengumpulan data sebagai berikut: 

a) Wawancara (Interview)yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dalam mana dua orng atau lebih bertatapam 

muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau 

keterangan-keterangan.
36

 Peneliti melakukan wawancara dengan staff  

Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima, Konsumen Pedagang Kaki 

Lima, dan Pengguna JalanRs. Soebandi Kabupaten Jember. Dalam teknik 

pada kali ini yaitu tidak terstruktur atau bebas dimana peneliti tidak 
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menggunakan pedoman wawancara yang telah tersesusun secara 

sistematika untuk mengumpulkan datanya.
37

 

b) Observasi adalah metode yang didalamnya peneliti turun langsung ke 

lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu–individu di 

lokasi penelitian. Penulis mengumpulkan data-data dengan cara 

mendatangi kantor satpol pp dan para pedagang kaki lima. 

c) Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif 

dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh 

subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek studi dokumentasi 

merupakan  salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk 

mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media 

tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh objek 

yang bersangkutan.
38

  Dokumentasi ini merupakan data pelengkap dan 

data autentik mengenai kejadian atau kondisi yang telah lalu secara 

objektif. Data yang diperoleh dari dokumentasi ini merupakan data 

sekunder sebagai pelengkap data primer. Data ini berupa foto wawancara, 

surat perjanjian kerja, dan dokumen lainnya. 

F. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan 

secara tepat dan mendeskripsikan data melalui tulisan untuk digunakan dalam 
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menafsirkan data hasil lisan maupun tulisan dari orang tertentu dan perilaku 

masyarakat yang diamati.
39

 Metode analisis data dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

a) Edit (Editing) 

Sebelum data diolah, data yang telah diperoleh diedit terlebih 

dahulu. Dengan kata lain data atau keterangan yang dikumpulkan perlu 

dibaca sekali lagi dan diperbaiki jika masih terdapat hal-hal yang salah 

atau yang masih meragukan. Tahap pertama kali dilakukan untuk meneliti 

kembali data-data yang telah diperoleh dari kelengkapannya, kejelasan 

makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain 

dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencakupi untuk 

memecahkan permasalahan yang diteliti termasuk mengurangi kesalahan 

dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas 

data. 

b) Klasifikasi (Clasifiying) 

Klasifikasi adalah usaha mengkalasifikasi jawaban-jawaban kepada 

responden baik yang berasal dari interview maupun yang berasal dari 

observasi.
40

 Proses klasifikasi atau pengelompokan data yang diperlukan, 

adalah seluruh data yang berasal dari wawancara dan dokumentasi. 

Dalam hal ini, peneliti mengelompokkan atau mengklasifikasikan data 

yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah yang ada. 
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c) Verifikasi (Verifiying) 

Verifikasi adalah suatu tindakan untuk mencari kebenaran tentang 

data-data yang di peroleh, sehingga pada nantinya dapat meyakinkan 

kepada pembaca penelitian ini. Verifikasi ini dilakukan dengan cara 

menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara 

dengan untuk ditanggapi apakah data tersebut dengan yang di 

informasikan olehnya atau tidak. Dalam hal ini, peneliti akan memeriksa 

kembali seluruh hasil yang didapatkan pada objek penelitian seperti hasil 

wawancara, dokumentasi dan observasi. 

d) Kesimpulan (Concluding) 

Kesimpulan merupakan pernyataan singkat, jelas dan sistematis dari 

keseluruhan hasil analisis dan pembahasan serta pengetesan hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian.
41

 Menyimpulkan data-data harus 

dilakukan secara cermat dengan mengecek kembali data-data yang telah 

diperoleh. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

Kabupaten Jember adalah Kabupaten berkembang yang tingkat 

pembangunannya terus meningkat. Hal ini menyebabkan Kabupaten Jember 

semakin padat oleh banyaknya tempat-tempat seperti gedung, rumah sakit, 

mall, demi memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin banyak. Sehingga 

memanfaatkan jalan trotoar sebagai ladang tempat mencari rezeki oleh 

Pedagang Kaki Lima (PKL).  

a) Lokasi RSUD Dr. Soebandi Jember 

RSUD Dr. Soebandi adalah rumah sakit umum daerah milik 

pemerintah dan menjadi suatu kebanggaan untuk masyarakat Kabupaten 

Jember. Rumah sakit Soebandi Jember terletak di jantung perkotaan yaitu 

di jalan Dr. Soebandi No. 124 Cangkring, Patrang, Kabupaten Jember, 

Jawa Timur 68111, sehingga lokasi tersebut sangat mudah di jangkau oleh 

masyarakat sekitar dan sangat ramai para pasien berobat di RS. Soebandi. 

Di sepanjang jalan Dr. soebandi No. 124 Cangkring, Patrang, 

Jember salah satu jalan yang ramai dengan adanya Pedagang Kaki Lima 

(PKL). Ruas jalan yang tidak begitu luas dan sempit namun ramai di lalui 

oleh kendaraan umum seperti sepeda motor, mobil pribadi, ambulance RS 

Soebandi, truk pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM), bahkan truk 

tronton sekalipun melewati sepanjang jalan Dr. Seobandi. Sehingga 

menjadikan jalan ini terkesan tidak teratur dan kurang tertib. Banyaknya 
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Pedagang Kaki Lima di sepanjang jalan ini menimbulkan mengganggu 

kelancaran pengguna jalan baik pejalan kaki ataupun pengguna jalan raya, 

jalan menjadi macet, tempat menjadi tidak sedap dalam pandangan. 

Barang-barang yang dijual oleh Pedagang Kaki Lima di sepanjang 

jalan RS. Dr. Soebandi sangat bermacam-macam. Mulai dari barang-

barang milik sendiri dan punyanya orang lain demi memenuhi kebutuhan 

berdagangnya, serta berbagai macam jenis minuman dan makanan. 

Tabel 4.1 Jenis Barang yang di jual Pedagang Kaki Lima di sepanjang 

jalan RS. Dr. Soebandi. 

NO Jenis Barang Dagangan 

1 Makanan 

2 Minuman 

3 Buah-buhan 

4 Alat Elektronik 

5 Mainan Anak Kecil 

 

Sarana yang digunakan oleh Pedagang Kaki Lima di sepanjang 

jalan RS. Dr. Soebandi antara lain sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Jenis Sarana Pedagang Kaki Lima Jalan RS. Dr. Soebandi 

Jember 

NO Sarana Berjualan 

1 Gerobak 

2 Sepeda Motor 
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3 Mobil 

4 Motor roda tiga 

5 Meja dan Kursi 

6 Tikar atau Karpet 

 

Pedagang Kaki Lima yang berjualan nasi dan minuman 

menggunakan gerobak yang di lengkapi dengan kursi dan meja serta ada 

yang menggunakan alas karpet atau tikar yang disediakan oleh Pedagang 

Kaki Lima untuk para pembeli. Sedangkan penjual buah-buahan 

menggunakan motor yang di desain sedemikian rupa sehingga dapat 

digunakan menaruh barang dagangannya, ada yang di samping belakang 

motor di beri rak atau semacam kayu yang di rakit sesuai keadaan motor 

untuk digunakan barang daganganya, serta ada yang menggunakan mobil 

pick up yang mana dibelakangnya digunakan tempat untuk menata barang 

dagangannya dengan semenarik mungkin guna untuk menarik pelanggan. 

Berikut macam-macam sebagai pelengkap para Pedagang Kaki Lima: 

1) Lapak 

Lapak merupakan kios kecil yang terbuat dari bambu, triplek atau 

kayu. Lapak ada dua jenis yaitu semi permanen dan tidak permanen. 

Semi permanen yaitu seperangkat kios yang terbuat dari bambu dan 

terpal yang mana kios tersebut atasnya ditutupi terpal dan akan dibuka 

setelah selesai berdagang. Sedangkan tidak permanen yaitu kios yang 

mudah di bongkar pasang, setelah selesai berdagang bongkahan kios 
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akan di bawak pulang kerumahnya atau dititipkan kewarga sekitar 

RS. Soebandi Jember. 

2) Pikulan 

Pikulan yaitu suatu alat yang terbuat dari bambu atau kayu sebagai 

alat memikul yang dapat membantu para pedagang kaki lima untuk 

membawa barang dagangannya untuk berpindah-pindah tempat. 

Biasanya digunakan oleh pedagang kaki lima yang berjualan bakso, 

cilok, somai atau mainan anak-anak kecil seperti balon, boneka balon, 

dan lain sebagainya. 

3) Gerobak 

Gerobak merupakan suatu kendaraan atau hanya sekedar gerobak 

dorong yang digunakan oleh kebanyakan pedagang kaki lima. 

Gerobak sendiri terdapat dua macam yaitu yang pertama gerobak 

sepeda dan gerobak dorong. Bedanya yaitu kalau gerobak sepeda 

memiliki tiga roda sedangkan gerobak dorong terdapat dua roda di 

bagian tengah yang dikendalikan oleh manusia dibelakangnya dan 

terdapat kayu penyanggah di bagian depan. 

4) Sepeda 

Sepeda motor merupakan alat transportasi yang salah satunya di 

gunakan oleh para pedagang kaki lima yang di desain sedemikian 

rupa untuk digunakan berjualan. Biasanya di samping belakang motor 

diberi boks atau kotak untuk mengangkut atau membawa barang 

dagangannya. 
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5) Mobil pick up 

Mobil pick up salah satu sarana yang digunakan untuk berdagang, 

mobil pick up biasanya di pakai oleh para penjual buah-buahan dan 

sayuran, yang mana dibagian belakang sebagai tempat untuk 

penyimpanan barang-barangnya. 

b) Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dan Satuan Polisi Pamong 

Praja (Satpol PP) Kabupaten Jember 

Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dan Satuan Polisi 

Pamong Praja atau yang sering kita sebut Satpol PP keduanya terletak di 

Jalan Sudirman No. 1, Kp. Using, Jemberlor, Kaliwates, Kabupaten 

Jember. Pemda Kabupaten Jember bagian Kasubak Kerjasama dan 

Dokumentasi Bagian Hukum Sekretariat Pemda Jember memiliki tugas 

yang mana sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 63 Tahun 2016  

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Pasal 15 Ayat 1 dan 2 yaitu 

yang berbunyi: Ayat (1) Bagian Hukum mempunyai tugas: (a) 

melaksanakan kebijakan dalam menyusun dan membentuk produk hukum; 

(b) melaksakan kajian peraturan perundang-undangan terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan pemerintah 

desa; (c) melaksanakan telaah permasalahan hukum dan pelayanan hukum; 

(d) mempublikasikan dan mendokumentasikan peraturan perundang-

undangan dan produk hukum daerah; dan (e) melaksanakan tugas lain 

yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan. Selanjutnya Ayat (2) Untuk 
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melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan Bagian Hukum 

memiliki fungsi.
42

 

Sejak diberlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang 

Pokok-pokok Pemerintahan di daerah, kemudian diganti dengan Undang-

Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian 

di ganti lagi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah yang selalu mengatur tentang keberadaan Satuan 

Polisi Pamong Praja. Keberadaan Satpol PP selalu eksis dan tidak berubah, 

dengan perkembangannya zaman yang terus berubah keberadaan Satpol 

PP selalu dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini 

sesuai dengan peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam 

penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu yang tedapat dalam Pasal 148 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 

yang berbunyi: “Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan 

Peratuaran Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja”.
43

 

Salah satu tugas yang dibebankan kepada Satuan Polisi Pamong 

Praja yaitu dalam upaya penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan 

Kepala Daerah. Melihat ketentuan dalam Pasal 148 Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah diatas, bahwa 

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki 2 (dua) tugas pokok yaitu sebagai 

berikut: 
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1.  Menegakkan Peraturan Daerah 

Peran ini berkaitan dengan eksistensi suatu Pemerintahan Daerah, 

karena keberadaannya didukung oleh berbagai peraturan daerah yang 

ada, seperti pemerintah daerah yang mengatur tentang Struktur 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Disamping itu 

kemampuan daerah juga ditentukan oleh berbagai peraturan daerah, 

seperti APBD, Pajak, dan restribusi, Peraturan Daerah tersebut jelas 

mempengaruhi kapasitas daerah dalam penyelenggaraan pemerintah. 

2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyrakat 

Peran ini berkaitan dengan salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah, 

yaitu menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 

akan mengganggu jalannya penyelenggaraan pemerintahan di daerah. 

Tentunya tugas ini harus ada kerjasama dan koordinasi yang baik 

dengan pihak kepolisian setempat secara berjenjang dari Polda, Polwil, 

Polres dan Polsek. 

Upaya Polisi Pamong Praja sebagai aparat daerah dalam penegakan 

Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat tidak semudah membalikkan telapaktangan. Banyak faktor 

yang mempengaruhinya, baik itu pengaruh internal maupun pengaruh 

eksternal. Hal ini dapat kita lihat ketika saat melaksanakan tugasnya 

baik dalam penegakan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum, dan 

ketentraman masyarakat, tidak selalu mendapatkan sambutan positif 

dari sebagian kalangan masyarakat. Ada banyak pihak yang kurang 
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setuju bahkan menolaknya. Selain penolakan karena tidak di sukai 

dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat 

tertentu. 

B. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 

Tentang Pedagang Kaki Lima. 

Efektivitas hukum merupakan keberhasilan hukum untuk mencapai 

tujuannya. Efektivitas dapat juga diartikan sebagai sesuatu yaitu kondisi 

dimana telah sesuai target atau tujuan yang diharapkaan oleh pemerintah 

selaku pembuat peraturan atau kebijakan. Sebuah hukum dikatakan efektif 

apabila warga berperilaku sesuai yang diharapkan atau dikehendaki oleh 

hukum itu sendiri. 

Pelaksanaan penertiban Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 

Tentang Pedagang Kaki Lima disebabkan oleh beberapa faktor. Peneliti 

memperoleh data dari beberapa narasumber yang berkaitan dengan 

pengurusan pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan trotoar RS. 

Dr. Soebandi Jember mengenai keluarnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 

2008. Berikut hasil wawancara dengan narasumber : 

Bapak Adi Kusnandar, Kasubak Kerjasama dan Dokumentasi Bagian 

Hukum Sekretariat Pemda Jember, “Keberadaan PKL khususnya Kabupaten 

Jember itu sebelumnya sudah ada Perda awal dulu di Kabupaten daerah 

tingkat II dulu yaitu Perda No. 6 tahun 1988 Tentang PKL sudah tidak sesuai 

lagi dengan perkembangan tata ruang kota atau wilayah Kabupaten Jember, 

dimana akhirnya muncul perda baru yaitu Perda No.6 tahun 2008 khusus 

pengalokasian atau penempatan dan penertiban PKL, itu mangkanya di 

munculkan atau di buatkan Perda yang mengakomodir Pedagang Kaki Lima 

Kab. Jember. Istilahnya untuk menertibkan mas”.
44
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Dari hasil wawancara di atas, bahwa peneliti menilai semakin 

berkembangnya kehidupan masyarakat Kabupaten Jember, maka pemerintah  

terus memperbaiki dan mengembangkan peraturan daerah sesuai kebutuhan 

pada zamannya. Tujuannya untuk lebih baik lagi dalam pengelolaan tata ruang 

kota sehingga terlahirlah peraturan baru yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 

Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima. 

Untuk mengetahui sejauh mana sebuah peraturan perundang-undangan 

dikatakan efektif maka yang harus diketahui yaitu sejauh mana hukum atau 

aturan itu ditaati atau tidak ditaati oleh elemen masyarakat. Jika aturan 

tersebut ditaati oleh sebagian besar masyarakat terutama para pelaku Pedagang 

Kaki Lima Kabupaten Jember maka aturan tersebut dikatakan efektif. 

Selanjutnya peneliti mewawancarai para pedagang kaki lima untuk 

mencari data yang lebih mendukung sebagai berikut: 

Ibu Ros, umur 58 tahun penjual makanan dan minuman.“Saya memilih 

berjualan seperti ini mas, soalnya saya bekerja lainnya ya gak bisa mas, ya 

milih berjualan aja, karena kemampuan saya cumak ini, tidak memiliki 

kemampuan yang lainnya, dari pada saya bekerja sebagai pembantu 

rumahtangga mending saya berjualan seperti begini, untuk makan sehari-hari 

cukuplah mas. Kalau lebih dari itu misalnya perbaiki rumah gak cukup mas. 

Yang pentingkan cukuplah buat makan sehari-hari, saya loh mas tidak 

sekolah sama sekali, SD pun saya gak pernah mas, gemana mau sekolah cari 

makan aja saya dulu susah ma,  jadi cari kerjaan aja tu sulit”.
45

 

 

Hal yang sama disampaikan oleh pedagang kaki lima lainnya: 

Mas Arif, umur 26 tahun penjual cilok.“golek gampang ae loh mas, 

repot kalau saya ikut orang mas, ini kan saya buat sendiri dagangannya mas. 

Saya hanya lulusan SMP mas, cari pekerjaan lain sulitnya minta ampun, ya 
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 Ibu Ros, wawancara (Jember, 4 Februari 2019). 
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mending saya merjualan seperti begini mas, cukuplah kalau buat kebutuhan 

keluarga dirumah mas”.
46

 

Begitupula yang disampaikan oleh pedagang kaki lima yang lainya, 

berikut jawabannya: 

Mas Hilman, umur 30 tahun penjual nasi goreng dan 

lalapan.“Sebenarnya beralih profesi mas, dulu saya tinggal di Bandung dan 

bekerja sebagai tukang kredit, ya namanya berkeluarga yam as, biasalah 

terjadi konflik akhirnya saya ke Jember ini mas dan saya berjualan seperti ini 

mas”.
47

 

Ibu Sumiah, Penjual nasi bungkus, “ya soalnya gak bermodal dek, ini 

aja saya ngambil keorang, nanti kalau habis baru minta lagi, kalau masih ada 

sisa bisa dikembalikan dek, jadi gak ada modal saya bisa menghasilkan uang 

dengan menjual seperti ini, saya gak punya modal dek”.
48

 

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan 

bahwasannya faktor utama sebagian masyarakat Jember mengapa lebih 

memilih pekerjaan sebagai pedagang kaki lima yaitu: 

1) Faktor Pendidikan yang minim 

2) Faktor Ekonomi yang kurang mencukupi 

3) Faktor kemampuan atau skil yang kurang 

Dari beberapa faktor tersebut masyarakat Jember kesulitan bisa 

terserap dalam pekerjaan sektor formal, sehingga masyarakat Jember lebih 

memilih berjualan sebagai pedagang kaki lima untuk melangsungkan hidup 

kedepannya. Karena menjadi sebagai pedagang kaki lima sangat muda dan  

tidak membutuhkan biaya yang banyak.  
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Beberapa faktor yang dijadikan sebagai indikator oleh penulis untuk 

mengetahui seberapa efektifkah sebuah peraturan yang sudah di terapkan oleh 

pemerintah Kabupaten Jember untuk mengatasi permasalahan Pedagang Kaki 

Lima di jalan trotoar RS. Dr. Soebandi Jember sebagai berikut: 

a) Faktor hukumnya sendiri 

Perda Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima telah 

diatur mengenai penetapan sanksi bagi pengguna tempat PKL yang tidak 

menaati atauran tersebut yaitu pada Pasal 14 ayat (1) Setiap PKL yang 

melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana 

kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dilanjutkan pada ayat (2) 

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 

pelanggaran
49

. Menurut pendapat penulis besarannya sanksi tidak 

sebanding dengan kondisi masyarakat pengguna tempat PKL itu sendiri. 

Maka dari itu peneliti memberikan pertanyaan yang relevan kepada PKL 

dan Satpol PP beserta Pemda di bidang hukum sebagai berikut: 

Mas Arif, “kalau sanksi hanya sebatas di beri SP (surat 

peringatan) aja mas. Sejak keluarnya SP setelah 3 hari baru ada sidak 

mas. Peringatannya cumak dibilangi tapi tidak dimarahi mas, kadang 

ada temen sebelah barat itu dulu di ambil kursinya”.
50

 

 

Ibu Ros, “sering kali, kalau jualnya gak tepat waktu biasanya jam 

2 buka, jam 11 sudah buka ya di marahi bisa-bisa ya sampai nangis tapi 

gemana lagi ya terpaksa kalau gak gitu kan gak bisa makan kan. Ya 
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 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima Bab IX 

Pasal 14 Ayat 1 dan 2. 
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maksa aja dah, di marahi mas. ya diperingati sudah, berkali-kali melalui 

satpol pp secara lisan, “awas kalau masih berjualan pagi-pagi atau tidak 

sesuai jam yang telah ditentukan, akan saya bawa barang-barangnya” 

gitu mas. Saya pernah berjualan pagi-pagi dikarenakan beberapa hari 

tidak dapat uang karena sering hujan dan dagangan sepi mas waktu 

ituterus saya maksa berjualan jam 11 akhirnya kepergok mas. Ya gemana 

lagi ya gaklari saya berdiam diri aja diambil ya udah biarin aja dah, 

kalau pedagang yang lain lari-lari semua. Dari pada saya dan anak saya 

tidak makan mas”.
51

 

 

Ibu Samiah, “gak ada dek, cumak di kasik tau, kalau masih pagi 

jangan pakai paying dek itu tok, nanti kalau sudah jam 10.00 atau jam 

11.00 bisa pasang paying dek, katanya tidak boleh pasang payung karena 

di depan rumah sakit takutnya ada tamu atau ada apa jadi nanti sasaran 

tidak bagus untuk Pedagang Kaki Lima udah itu tok dek cumak ngasik 

tau, kalau masih pagi jangan pakai payung dulu ya mak, ya bener juga ya 

nak demi kebaikan saya juga dan satpol pp, dan saya dulu pernah 

diminta foto sama satpol pp dek terkait kebersihan”.
52

 

 

Dari hasil wawancara di atas peneliti menilai bahwa semua hanya 

sebatas diberikan teguran atau peringatan, sanksi yang tinggi memang 

bermaksud untuk memberikan efek jera namun penetapan sanksi juga 

harus memperhatikan kondisi masyarakatnya sehingga aturan tersebut 

dapat ditegakkan. 

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Satpol PP 

untuk mencari data yang lebih mendukung penelitian ini tentang sanksi 

yang diberikan kepada Pedagang Kaki Lima, berikut hasil 

wawancaranya: 

Bapak Muhammad Syamsu Rijal Kepala Bidang Penegak Produk 

Hukum Daerah Satpol PP Kabupaten Jember.“Selama ini kita masih 

mengawal tidak memberikan sanksi, sesuai kebijakan pimpinan daerah 

yaitu penetapan dan pembinaan sanksi dan kebijakan harus singkron. 

Seluruh aspek harus terpenuhi yaitu aspek masalah sosial ekonomi. Di 

Jember masih dalam tahap proses menertibkan PKL”.
53
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Jika melihat dari hasil wawancara di atas tersebut bahwa tidak 

adanya ganti rugi yang di atur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2008 

Tentang Pedagang Kaki Lima menyebabkan tidak adanya bentuk 

tanggung jawab oleh pemerintah selaku penyelenggara dalam hal ini 

Satpol PP. Pemerintah terkesan berlepas tangan dalam hal tanggung 

jawab, seakan-akan adanya peraturan tidak adanya aturan. Hal ini dapat 

menyebabkan kepercayaan masyarakat akan berkurang pada pemerintah 

khususnya Pedagang Kaki Lima. 

b) Faktor penegak hukum 

Penegak hukum atau orang yang diberi wewenang untuk 

bertugas sebagai penegakkan hukum, dalam hal ini yang di maksud 

adalah Satpol PP sebagaimana yang tertuang dalam Perda Nomor 6 

Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima pada Pasal 1 Ayat 6.
54

 

Penegak Hukum memiliki peranan yang sangat penting, apabila 

peraturan perundang-undangan sudah baik, namun penegak hukumnya 

melempem atau kurang baik, maka akan menimbulkan efek pada sistem 

penegakan hukumnya tersebut. Aturan yang sudah baik tapi tidak di 

dukung oleh penegak hukum yang kurang baik maka kepercayaan dan 

kesadaran masyarakatnya sulit untuk meningkat. 

Dalam hal ini Satpol PP mempunyai tugas pokok sesuai dengan 

fungsinya dan kewajibannya untuk melakukan pengawasan terhadap 

Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember. Untuk mengetahui sejauh 
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mana peranan Satpol PP selaku Penegak Hukum dalam menangani 

adanya pelanggaran Pedagang Kaki Lima sesuai dengan Perda Nomor 6 

Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima, maka penulis mewawancarai 

Bapak Muhammad Syamsu Rijal selaku Kepala Bidang Penegakan 

Produk Hukum Daerah Satpol PP Kasbupaten Jember sebagai berikut: 

“Secara prosedur kita sesuai SOP, jadi kita harus memerhatikan 3 

rambu prinsip yaitu sesuai dengan Undang-Undang, tidak merugikan 

objek, tidak melanggar HAM, penegakannya bersifat pembinaan, hal ini 

sesuai kebijkan Kepala Daerah, yang mana kebijakan tersebut tentang 

Penataan dan Pemberdayaan, sehingga untuk pendekatan secara 

prejudistial masih belum bisa dilakukan, misalnya pidana”.
55

 

 

Melihat dari hasil wawancara di atas bahwa belum ada penerapan 

sanksi sesuai yang ada di dalam Perda Nomor 6 Tahun 2008 Tentang 

Pedagang Kaki Lima. Jika ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh 

PKL hanya sebatas di beri teguran dan pembinaan. Jika melihat bahwa 

belum adanya penerapan peraturan sanksi bagi yang melanggar tentu hal 

ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena tidak dapat memberikan efek 

jera buat para pelanggar tersebut. Maka dari itu diperlukan tindakan 

tegas oleh Pemerintah dan Satpol PP menindak para pelanggar untuk 

memberikan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum itu 

sendiri. 

 Sesuai dengan penjelasan di atas, faktor penegak hukum sangat 

memiliki peranan yang sangat penting dalam memfungsikan hukum. 

Ketika peraturannya sudah baik tetapi kualitas penegak hukumnya tidak 
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baik maka peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah Jember tersebut 

tidak berjalan atau berlaku sebagaimana mestinya. 

Selanjutnya peneliti mencari informasi lebih lanjut dengan para 

Pedagang Kaki Lima di jalan RS. Dr. Soebandi Jember terkait adanya 

binaan dan sosialisasi sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2008 

Tentang Pedagang Kaki Lima, sebagai berikut: 

Ibu Syamsiah, Pedagang Jagung Rebus. “Selama saya berjualan disini 

tidak pernah tau mas, kalau ada binaan atau sosialisasi tentang Perda 

itu. Taunya cumak kalau tempat ini memang di larang gitu aja”.
56

 

 

Selanjutnya peneliti mewawancarai pedagang lainnya sebagai 

perbandingan adanya binaan atau sosialisasi Perda Nomor 6 Tahun 2008 

Tentang Pedagang Kaki Lima, berikut hasil wawancaranya: 

Ibu Ros, “Tidak ada mas kalau binaan atau sosialisasi kayak gitu, 

cumak kadang-kadang kita (PKL) pernah di kumpulkan kayak 

peguyuban itu aja. Cumak di kasik tau kalau berjualan itu diatas jam 2 

siang”.
57

 

 

 Hal yang sama juga di sampaikan oleh Mas Arief penjual cilok di 

jalan RS. Dr. Soebandi Jember, berikut hasil wawancaranya : 

“Kalau kumpul-kumpul sama pemerintah belum ada mas, cumak sama 

tetua-tetua peguyuban, di sana kita cumak di ingatin kalau berjualan 

jangan di bawah jam 1 siang, tapi kalau untuk pelarangan berjualan ya 

cumak itu”.
58
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 Hal serupa disampaikan oleh pedagang Kaki Lima lainnya, sebagai 

berikut: 

Ibu Samiah,“gak pernah ada dek, kalau kumpul-kulpul sama satpol pp 

dek, cumak di kasik tau kalau pagi jangan berjualan pakai payung 

dek”.
59

 

 Dari hasil wawancara tersebut, penulis menilai kalau para 

Pedagang Kaki Lima jalan RS. Dr. Soebandi Jember belum ada 

sosialisasi terkait Perda Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki 

Lima yang di berikan oleh pemerintah yaitu tentang Pedagang Kaki 

Lima yang melanggar akan di kenakan sanksi kurungan 6 bulan atau 

sanksi denda sebesar Rp. 50.000.000,00. Hal inilah yang membuat 

kurangnya efektif sebuah peraturan daerah Jember, karena pemerintah 

sendiri membuat kebijakan dalam penegakannya masih bersifat 

Pembinaan, penataan dan pemberdayaan. 

c) Faktor sarana atau fasilitas 

Faktor sarana atau fasilitas adalah salah satu faktor yang sangat 

penting untuk mengetahui efektif atau tidak efektifnya sebuah peraturan 

perundang-undangan. Untuk menciptakan hukum yang efektif maka 

diperlukannya sebuah sarana dan fasilitas yang mendukung dalam 

menjalankan aturan tersebut. Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang 

mendukung maka sangat sulit sebuah peraturan perundang-undangan 

untuk diterapkan secara baik dan efektif. 
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Maka dari itu peneliti mewawancarai Bapak Adi Kusnandar 

selaku Kasubak Kerjasama dan Dokumentasi Bagian Hukum Sekretariat 

Pemda Jember sebagai berikut: 

“Untuk lokasi sendiri sudah ada salah satunya ada di Alun-alun kota 

yang khusus untuk PKL, tapi memang ruang lingkupnya cakupannya 

tidak luas, sedangkan dengan adanya Perda No 6 tahun 2008 Tentang 

PKL memang untuk lokasi pkl dapat melakukan kegiatan usaha pada 

lokasi tertentu yang di tetapkan oleh bupati jadi ada dasarnya di sana. 

Di Perda no. 6 tahun 2008 ini di pasal 2 sudah disebutkan pada ayat 1 

PKL dapat melakukan kegiatan usaha pada lokasi tertentu yang telah 

ditetapkan oleh Bupati, terus pada ayat ke 2 Penetapan lokasi 

sebagaimana di maksud pada ayat 1 di lakukan dengan memperhatikan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta 

mempertimbangkan kepentingan umum, sosial, budaya, pendidikan, 

kesehatan, ekonomi, keamanan, dan ketertiban. Pada ayat 3 Penetepan 

lokasi tempat usaha PKL, jam buka dan tutup di atur lebih lanjut dengan 

Peraturan Bupati. Naah untuk peraturan Bupatinya ini sepertinya belum 

ada usulan tentang masalah PKL, mungkin dari UPD teknis yang perlu 

istilahnya usulan untuk Perbub mengatur tentang PKL ini”.
60

 

 

Selanjutnya peneliti mewawancarai Bapak Muhammad Syamsu 

Rijal terkait penyediaan sarana atau fasilitas Pedagang Kaki Lima di 

Kabupaten Jember, sebagai berikut: 

“Relokasi dari pemerintah belum diberikan kepada PKL secara merata, 

cumak di alun-alun dan di dekat pasar besar itu, konsepnya penataan 

bukan relokasi”.
61

 

 

Selanjutnya peneliti mewawancarai para Pedagang Kaki Lima 

terkait penyediaan fasilitas atau sarana untuk berlangsungnya 

perdagangan para Pedagang Kaki Lima, berikut hasil wawancaranya: 

Ibu Ros, “tidak ada, misalnya saya sudah di kasik tempat disana semua 

dan temen-temen saya maksa masih disini ya salah saya kan iya mas. 
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Gak pernah saya di kasik tempat. Saya malah pas waktu rapat minta 

solusi gemana  saya bisa diberi tempat yang layak biar bisa mencari 

makan gitu. Sering ada rapat mas. Kalau misalnya banyak yang maksa 

buka pagi dirapatkan gitu, kan banyak pedagang yang meler-meler 

(nakal-nakal) mas, rapat biasnya di rumah pak Johar, kepala satpol pp 

nya”.
62

 

 

Hal yang sama juga di sampaikan oleh beberapa Pedagang Kaki 

Lima yang lainnya terkait penyediaan sarana dan fasilitas untuk para 

Pedagang Kaki Lima, berikut hasilnya: 

Mas Hilman,“nggak ada mas, dari pemerintah sendiri tidak 

memberikan lokasi jualan untuk saya selama ini mas”.
63

 

Ibu Samiah, “gak ada dek, saya dulu berjualan lama di dalam 

rumah sakit kurang lebih 40 tahunan dek, setelah ganti pimpinan 

akhirnya saya pindah keluar ya sini ini dah dek”.
64

 

 

Dari hasil wawancara di atas peneliti melihat dari pihak 

pemerintah belum siap untuk memenuhi kebutuhan Pedagang Kaki Lima 

terkait sarana atau fasilitas yang berupa lokasi untuk berjualan, dari 

pemerintah sendiri sudah menyediakan lokasi, namun semakin pesatnya 

para pelaku Pedagang Kaki Lima sehingga menimbulkan tidak efektif 

karena lahan yang diberikan tidak dapat menampung seluruh Pedagang 

Kaki Lima dan di tampat relokasi yang di sediakan oleh pemerintah sepi 

pembeli karena bukan jalur orang berjalan sehingga Pedagang Kaki 

Lima banyak yang kembali ketempat semula. 
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d) Faktor masyarakatnya 

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk 

mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Masyarakat dalam hal ini 

menjadi suatu faktor yang cukup mempengaruhi juga didalam efektivitas 

hukum. Apabila masyarakat tidak sadar hukum dan tidak patuh hukum 

maka tidak ada keefektifan. Kesadaran yang dimaksud dalam hal ini 

adalah kesadaran hukum positif atau di sebut ketaatan terhadap hukum. 

Sedangkan kesadaran hukum negatif di sebut ketidaktaatan hukum.  

Untuk mengetahui kesadaran masyarakat Jember khususnya 

Pedagang Kaki Lima terhadap hukum maka peneliti mewawancarai 

beberapa Pedagang Kaki Lima di sepanjang jalan trotoar RS. Dr. 

Soebandi Jember dan sebagai berikut hasilnya: 

Ibu Ros, “sudah tau, kalau saya tidak maksa berjualan saya 

tidak bisa makan mas, ya gemana, pagi tidak berjualan, jualnya saya 

mulai dari jam 14.00 wib sampai jam 4 subuh mas”.
65

 

Hal serupa yang disampaikan oleh pedagang kaki lima lainnya 

sebagai berikut: 

Ibu Syamsiah “iya sudah tau mas, tapi saya gak pernah kenak 

sidak atau peringatan dari satpol pp, soalnya saya berjualannya mulai 

dari sore mas sampai malam”.
66

 

Mas Arif.“udah tau mas, kalau tempat sini dilarang oleh 

pemerintah. saya pernah disidak oleh satpol pp dulu mas, tapi cumak di 

kasik peringatan aja sih mas, boleh berjualan di sini asalkan di jam 1 

siang sampai terserah dah”.
67
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Bapak Supiyono, “dilarang ya nggak, hanya apa ya itu supaya 

teratur gitu, kalau kita-kita disini itu kalau sudah enak maunya sendiri 

dek”.
68

 

Selanjutnya peneliti mewawancari konsumen pedagang kaki lima 

disepanjang jalan dr. RS. Soebandi Jember sebagai berikut: 

Mas Tomi, “suasananya enak si mas, harganya lebih murah enak 

mas buat seperti saya yang lagi praktek di rumah sakit ini, cari makan 

dekat dan harganya murah, enak juga buat nongkrong.”
69

 

Dari hasil wawancara di atas peneliti mengetahui betul 

bahwasanya para Pedagang Kaki Lima sudah mengetahui tempat 

berjualnya adalah yang dilarang oleh pemerintah, namun para PKL tidak 

punya pilihan lain selain untuk bertahan di lokasi tersebut demi 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Para Pedagang Kaki Lima di sepanjang 

jalan trotoar RS. Dr. Soebandi Jember sadar betul bahwa lokasi yang di 

tempati adalah sarana umum, tempat yang di larang buat berjualan di 

atas trotoar oleh pemerintah Kabupaten Jember. Bahkan pemerintah 

telah memberikan rambu-rambu peringatan dalam bentuk kotak yang di 

tempel disepanjang pagar depan RS. Soebandi Kabupaten Jember yang 

bertuliskan bahwa di larang melakukan berjualan di sepanjang trotoar 

depan RS. Soebandi Kabupaten Jember. 

e) Faktor kebudayaan 

Faktor kebudayaan sebenarnya satu padu dengan faktor 

masyarakat, dalam hal ini sengaja dibedakan karena pembahasannya 

lebih masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan 
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spiritual atau non materil. Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya 

mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai 

tersebut konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik 

(sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). 

Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang 

mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Menurut 

Soerjono Soekanto dalam bukunya nilai-nilai yang berperan dalam 

hukum sebagai berikut:
70

 

1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman 

2) Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan 

3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme 

Jika melihat dari hasil wawancara faktor-faktor yang lain seperti 

di atas, maka peneliti melihat dari faktor budaya sebenarnya masyarakat 

Kabupaten Jember yang kemampuan ekonominya menengah kebawah 

lebih memilih untuk berdagang atau menjadi pedagang kaki lima, karena 

tingkat berdagangnya sangat tinggi, letaknya yang strategis yaitu 

ditengah-tengah kota yang mana peluang untuk berdagang sangatlah 

tinggi dengan melihat keramaian masyarakat sekitar atau bahkan 

masyarakat luar, dan dekat juga dengan kampus keperatan yaitu kampus 

Stikes Soebandi Jember. Sebuah peraturan daerah yang dikeluarkan oleh 

pemerintah daerah Kabupaten Jember tentang pedagang kaki lima 
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sebenarnya sudah cocok dan pas untuk diterapkan di Kabupaten Jember, 

seperti yang disampaikan oleh bapak Adi Kusnandar sebagai berikut: 

 “kalau cocok nggaknya ya harus cocok mas, karena khususnya 

masalah PKL didalamnya telah mengatur hak dan kewajiban baik itu 

hak kewajiban pemerintah Kabupaten Jember maupun dengan PKL, 

karena semua perda ini dibuat untuk kebutuhan khusus bukan cumak 

PKL saja tapi khusus kebutuhan Kabupaten dan masyarakat, 

sebenarnya untuk aturan ini sudah jelas mas,untuk masalah lokasi dan 

perijinan, ya sebanarnya kami disini pemerintah Kabupaten Jember 

tidak bisa atau tidak ada pihak yang bisa disalahkan dalam hal ini, 

tetapi memang kita kalau mengacu sebuah aturan setidaknya semua 

yang terkait disini baik itu penegak perda kalau bisa semua UPD harus 

bisa melakukan sosialisasi ya meskipun tidak ada hubungannya tetapi 

tetap punya hak untuk menyampaikan hal ini, jadi itu sudah menjadi 

tanggung jawab kita semua ini.” 

 

Selanjutnya, menurut penulis bahwasannya antara peraturan 

daerah Kabupaten Jember dan masyarakat khususnya pedagang kaki 

lima di jalan trotoar RS. Dr. Soebandi Jember sudah pas untuk 

diterapkan di Kabupaten Jember, melihat dari para pedagang kaki lima 

yang minta lokasi untuk melakukan berjualan, misalnya dibuatkan lokasi 

khusus pedagang kaki lima disamping rumah sakit Dr. Soebandi. 

Dengan syarat pemerintah Kabupaten Jember seharusnya sudah siap 

dengan segala hal yang perlu disiapkan seperti halnya sarana dan 

fasilitas, dengan tidak adanya sarana dan fasilitas maka penagak hukum 

terlihat melempem dikarenakan penyediaan sarana dan fasilitas dari 

pemerintah kurang mewadai, sehingga pemerintah Kabupaten Jember 

sendiripun membuat kebijakan untuk pedagang kaki lima di atas trotoar 

jalan RS. Dr. Soebandi Jember dengan memberikan keringanan yaitu 

dalam bentuk binaan dan penataan atau dengan memberikan keringanan 
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berupa membolehkan pedagang kaki lima di jalan RS. Dr. Seobandi 

Jember berjualan diatas jam 13.00 WIB dengan syarat menjaga 

kebersihan lingkungan sebagai solusi awal. Sebenarnya masyarakat 

Kabupaten Jember sudah sadar betul terkait larangan berjualan atau 

berdagang di atas trotoar, namun pedagang kaki lima sendiripun tidak 

memiliki pilihan lain selain untuk tetap bertahan di atas trotoar RS. Dr. 

Soebandi Jember karena mayoritas dari pedagang kaki lima tersebut 

tingkat kemampuan ekonominya menengah kebawah, sehingga tidak 

memungkinkan untuk membeli lahan atau menyewa lahan guna 

berdagang. Sedangkan dari pemerintah sendiri dalam penyediaan lokasi 

khusus untuk pedagang kaki lima sangat minim sekali, maka langkah 

selanjutnya pemerintah Kabupaten Jember memberikan keringanan buat 

pedagang kaki lima untuk boleh melakukan jual beli di atas trotoar mulai 

dari jam 13.00 WIB sampai besok paginya, dengan lokasi atau trotoar 

tersebut harus dijaga kebersihannya. 

Dari kelima faktor diatas merupakan satu-kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan atau tercacati salah satunya untuk mengefektifkan 

sebuah peraturan perundang-undangan, maka kelima faktor tersebut 

harus berjalan dengan baik untuk memaksimalkan Peraturan Daerah 

Nomor 6 Tahunn 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima. Akan tetapi, di 

antara kelima faktor tersebut, maka faktor penegak hukum menempati 

titik paling sentral. Hal itu disebabkan, oleh karena undang-undang 

disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak 
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hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum 

oleh masyarakat luas.
71

 

C. Pedagang Kaki Lima di Trotoar Tinjauan Maslahah Mursalah 

Apabila di tinjau dari hukum Islam, kasus Pedagang Kaki Lima di atas 

Trotoar sangat sesuai dengan kaidah Maslahah Mursalah atau kesejahteraan  

umum, karena pembentukan hukum itu tidak dimaksudkan kecuali untuk 

menciptakan kemaslahatan dalam rakyat yang tujuannya yaitu untuk 

mendatangkan keuntungan dari mereka sekaligus menghilangkan kerugian 

dan kesulitan dari masyarakat. 

Maslahah dapat dilihat dari dua segi, yang pertama maslahah 

berdasarkan tingkatannya yaitu maslahah dhuroriyah, maslahah tahsaniyah 

dan hajjiyah. Kedua, maslahah berdasarkan hukum syara‟ yaitu al-

mu‟tabarah, al-mulghoh, dan al-maslahah al-mursalah. 

a) Maslahah berdasarkan tingkatannya atau kekuatannya 

1) Maslahah Dharuriyah 

Fasiltas-fasilitas umum seperti jalan trotoar yang seharusnya 

digunakan oleh pengguna jalan kaki adalah sarana umum yang 

disalahgunakan oleh para Pedagang Kaki Lima. Keberadaan trotoar 

di sepanjang pinggir jalan sangat penting buat para pengguna jalan di 

seluruh Kota maupun Kabupaten terutama di Kabupaten Jember, 

karena jika fasilitas-fasilitas seperti trotoar tersebut tidak ada, maka 

aktifitas atau pengguna jalan kaki tidak dapat berjalan dengan baik. 
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Akan tetapi, keberadaan Pedagang Kaki Lima di atas trotoar tidak 

dapat dikategorikan sebagai Maslahah Dharuriyah, karena jika 

fasilitas trotoar itu tidak ada atau dimanfaatkan oleh Pedagang Kaki 

Lima untuk mencari rizki, kehidupan para pengguna jalan kaki pun 

akan tetap berjalan dengan baik. Dapat di tarik kesimpulan 

bahwasanya keberadaan Pedagang Kaki Lima diatas trotoar bukan 

termasuk Maslahah Dharuriyah  yang harus dipenuhi. 

2) Maslahah hajiyah 

Keberadaan pedagang kaki lima di atas trotor dapat 

menimbulkan kemacetan di jalan raya, mengganggu pengguna jalan, 

dan tempat sekitar terlihat kurang indah atau terkesan kurang bersih, 

namun pedagang kaki lima tidak mempunyai pilihan lain mereka 

terpaksa menggunakan jalan trotoar sebagai tempat berjualan karena 

dari pemerintah tidak menyediakan lahan atau lokasi yang 

disediakan khusus untuk pedagang kaki lima tersebut. Jadi menurut 

peneliti keberadaan pedagang kaki lima diatas trotoar termasuk 

maslahah hajiyah karena keberadaan pedagang kaki lima oleh 

sebagian masyarakat Kabupaten Jember khususnya sekitar daerah 

RS. Dr. Soebandi Jember sangat membantu karena harganya relatif 

murah dibandingkan restoran, namun disatu sisi merugikan buat 

pemerintah Kabupaten Jember dan juga pengguna jalan. 
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3) Maslahah Tahsiniyah 

Fasilitas umum yang digunakan oleh Pedagang Kaki Lima di 

atas trotoar yang seharusnya disediakan untuk pengguna pejalan 

kaki. Keberadaan pedagang kaki lima diatas trotoar bukanlah 

penyempurnah kehidupan masyarakat pengguna pejalan kaki 

maupun pemerintah Kabupaten Jember, melainkan sebagai 

mempermudah bagi pengguna pejalan kaki, terkusus para 

penyandang disabilitas. Oleh karena itu, peneliti menilai fasilitas 

trotoar bukanlah termasuk maslahah tahsiniyah, sehingga 

keberadaan Pedagang Kaki Lima jalan RS. Dr. Soebandi yang 

menggunakan punggung jalan trotoar sebagai tempat mencari rizki 

bukanlah sebuah keharusan jika ditinjau dari segi maslahah 

tahsiniyah. 

b) Maslahah berdasarkan hukum syara‟ 

Jika dilihat dari segi keberadaan Maslahah menurut hukum 

syara‟ terbagi menjadi lima bagian Yaitu:
72

 

1) Maslahah al-Muatsir yaitu sebuah keadaan dimana syariat secara 

jelas telah mengatur didalam nash dan ijma‟. 

2) Maslahah al-Mulaim yaitu keadaan dimana syariat telah 

menetapkan sebuah hukum dalam kejadian tertentu dan tidak 

terdapat dalam nash atau ijma‟ dalam segi illat hukum pasti, akan 

tetapi terdapat nash atau ijma‟ yang illatnya sejenis. 
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3) Maslahah al-Gharib adalah keadaan dimana mujtahid 

menemukan kesesuaian sebuah kejadian dalam hukum yang 

terdapat dalam nash yang mana hukum syar‟i tersebut sesuai 

dengan keadaan terjadi. 

4) Maslahah al-Mursal ibnu Hajib membagi bagian ini terhadap 3 

macam 

a) Al-Mursal Mulgha 

b) Al-Mursal Gharib 

c) Al-Mursal Mulaim 

Dan ibnu Hajib mengatakan Mursal Mulgha dan Mursal Gharib 

ditolak sedangkan mursal Mulaim kedudukannya maudhu‟ 

menurut khilaf. 

5) Maslahah al-Mulgha adalah suatu keadaan dimana telah jelas 

bagi seorang mujtahit bahwa keadaan tersebut telah sesuai 

dalam hukum pada sebuah kejadian  akan tetapi syariat 

menolaknya. 

Menurut pasal 1 ayat 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-

Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
73

  

Ruang Lingkup dari peraturan daerah sendiri adalah sejauh mana 
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luas daerah hukum dari sebuah Kabupaten/Kota tersebut. Begitupula 

dengan berlakunya Perda hanya sebatas pada wilayah hukum dan 

masyarakat setempat saja. 

Berdasarakan penjelasan di atas bahwasannya Peraturan 

Daerah dapat dikatakan sebagai sebuah aturan yang di bentuk 

bersama oleh DPRD setempat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini 

membahas mengenai Perda Kabupaten Jember maka ruang lingkup 

berlakunya Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki Lima hanya di 

wilayah Kabupaten Jember. 

Sebuah peraturan daerah yang telah diterapkan oleh 

Pemerintah Kabupaten Jember, maka seharusnya peraturan tersebut 

secara tidak langsung telah mengikat bagi masyarakat Kabupaten 

Jember dan harus dilaksanakan dan dipatuhi secara makasimal. 

Karena Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang 

Kaki Lima memiliki manfaat dan tujuan kemaslahatan buat 

masyarakat Kabupaten Jember. 

Bisnis yang dilakukan oleh pedagang kaki lima memang 

tidak diatur dalam Nash dan juga tidak ada Nash yang menolaknya. 

Karena barang yang di jual oleh pedagang kaki lima yaitu barang-

barang yang halal. Keberadaan Pedagang Kaki Lima memang 

memberikan sebuah manfaat bagi sebagaian orang yaitu bagi 

masyarakat menengah kebawah dengan adanya Pedagang Kaki Lima 

di atas trotoar membuat harga lebih terjangkau murah dan bagi PKL 
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tidak perlu menyewa lahan atau tempat dan atau membeli lahan 

untuk berdagang, namun keberadaan Pedagang Kaki Lima di atas 

trotoar tersebut sangat merugikan bagi pemerintah dan juga 

masyarakat pejalan kaki terlebih khusus untuk para penyandang 

disabilitas. Jadi, kemaslahatannya belum bisa dikatan qath‟I tetapi 

masih lebih mendekati qath‟I. Menurut peneliti bahwa 

keberadaannya Pedagang Kaki Lima ditrotoar jalan RS. Dr. 

Soebandi Jember adalah bentuk ketidak terpenuhinya maslahah 

mursalah bagi para masyrakat secara umum. 

Selanjutnya peneliti melihat dari dasar hukum maslahah 

mursalah nya, yaitu yang terdapat didalam Surah Yunus ayat 57 – 

58.
74

 

ًَا فٍِ انصُّذُوسِ وَهُذّي  ٍِ سَبِّكُىِ وَشِفَاءٌ نِ ََا أََُّهَا انَُّاطُ لَذِ جَاءَحِكُىِ يَىِػِظَتٌ يِ

ًُؤِيُِِيَن ) ًَتٌ نِهْ ًَخِهِ فَبِزَنِكَ فَهَُْفْشَدُىا هُىَ خ75َُِوَسَدِ شْ ( لُمْ بِفَعِمِ انهَّهِ وَبِشَدِ

( ٌَ ًَؼُى َّا ََجِ  )75يِ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu 

pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh penyakit-penyakit (yang 

berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang 

yang beriman (57). Katakanlah: dengan karunia Allah dan Rahmat-

NYA, itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan (QS. 

Yunus: 57-58).
75

 

Sedangkan nash dari al-sunnah yang dipakai landasan dalam 

mengistimbatkan hukum yaitu hadist Nabi Muhammad SAW, yang 
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diriwayatkan oleh Ibn Majjah dan Imam Malik dalam kitab al-

Muwatho‟ yang berbunyi: 

 لاظشس ولاظشاسلال سعىل الله صهً الله ػهُه وعهى : 

“Rasulullah SAW, bersabda: “tidak boleh membuat 

mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat 

mazdarat pada orang lain” (HR. Ibn Majjah).
76

 

 

Atas dasar hukum maslahah mursalah diatas, bahwasannya 

menusia harus memperbaiki keadaan orang lain dan tidak boleh 

membahayakan orang lain atau seseorang tidak boleh membuat 

kemudorotan pada dirinya sendiri dan tidak boleh membuat 

kemudorotan pada orang lain. 

Selanjutnya peneliti mewawancarai beberapa pejalan kaki 

jalan RS. Dr. Soebandi Jember sebagai berikut: 

Mbak Puput Wulandari, “kalau saya sudah terbiasa ya mas 

lewat jalan raya, kadang merasa ya tidak apa-apa, kadang ngerasa 

kalau ada mobil lewat begitu kencang itu merasa dirugikan mas, 

tergantung diri sendir sih mas bagaimana kita menanggapinya 

mereka (PKL), saya juga kasian sama PKL, kalau seandainya 

disediakan tempat kan biasanya tempat yang khusus disediakan buat 

pedagang kaki lima oleh pemerintah ya gakpapa mas selama tidak 

merugikan kita dan mereka.”
77

 

 

Mbak Alifiah Eka Putri, “ya karena awalnya sudah begini 

sudah terbiasa juga mas, kadang kalau ada kendaraan besar lewat 

ya merasa terganggu mas, takut keserempet gitu mas, kalau merasa 

terganggunya ya kalau udah ada mobil lewat itu aja mas”.
78
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Mbak Dinda, “kalau liat dari manfaat jalannya ganggu 

memang, tapi, cumak meskipun mau digimanain pedagang kaki lima 

kalau dari pihak yang bertugas aja kurang tegas, sama aja gak kira 

jalan, dulu daerah sini sempet juga sepi tidak rame kayak gini, 

cumak ya itu sebentar aja, tiba-tiba tambah rame, ya apa ya mas 

yang pertama memang terganggu cumak yang kedua kan jualan 

juga sih saya sebagai yang beli-beli dari pada harus jauh kepusat 

kota kan disini lebih dekat mas, kalau jalan rame seperti ini ya 

merasa terganggu, tapi kalau tujuan saya mencari makanan ya 

bermanfaat buat saya ada yang jual-jualan kayak gitu mas, jadi 

dilihat dari tujuannya juga si mas, kalau ganggu ya memang 

ganggu karena memeng bukan tempatnya,” 

 

Mbak Dinda“kalau langkah selanjutnya dari pemerintah 

kalau memang tidak diperbolehkan pedagang kaki lima dipinggiran 

seperti ini (trotoar) paling nggak disediakan tempat buat mereka, 

jangan cumak asal mereka tidak berjualan dipinggir jalan tapi tidak 

dikasik tempat juga, kan kasian juga cari nafkah buat keluarganya 

dirumah, jadi gak cumak ngasik perintah larangan di sini harus 

dikasik solusi juga dari pemerintah”
79

 

 

Mas Adita“kalau buat pejalan kaki si ya agak mengganggu, 

soalnya kan mepet jalannya, jalannya juga padet, kalau menurut 

saya pemerintah harus menyediakan tempat seperti pujasera biar 

enak”
80

 

Mbak Puspita, “kadang bikin macet sih, apalagi kalau pas 

banyak kendaraan ya macet, kalau terganggu ya enggak sih mas, 

kan saya ngekost di dekat sini jadi enak juga banyak warung, cari 

makannya juga enak”.
81

 

 

Jika melihat dari hasil wawancara seperti di atas apa yang 

disampaikan oleh pengguna jalan, maka peneliti dapat 

menyimpulkan, keberadaan Pedagang Kaki Lima di atas trotoar 

sangat menguntungkan bagi sebagian masyarakat dan sangat 

merugikan atau membawa kemudhorotan bagi pemerintah dan para 
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pengguna jalan. Sehingga pemerintah Kabupaten Jember 

mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang 

Pedagang Kaki Lima untuk mempermudah dan memperbaiki 

keadaan orang lain, akan tetapi pada kenyataannya peraturan 

tersebut belum dilaksanakan dengan baik, baik oleh pemerintah 

sendiri terkait penyediaan lokasi resmi buat para Pedagang Kaki 

Lima, maupun dari penegak hukumnya, sehingga Pedagang Kaki 

Lima terpaksa untuk melakukan penjualannya di atas trotoar atas 

dasar tidak tersedianya lokasi yang diberikan oleh pemerintah 

Kabupaten Jember. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima di 

jalan dr. RS. Soebandi Kabupaten Jember belum efektif. Hal tersebut 

terjadi karena faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan 

fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan yang menjadi hambatan 

dalam mengatasi pelanggaran aturan pedagang kaki lima diatas trotoar 

jalan dr. RS. Soebandi Jember. Kelima faktor tersebut mempengaruhi 

penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang 

Kaki Lima agar dapat mengcapai tujuan hasil yang maksimal dalam 

mengatasi pelanggaran pedagang kaki lima diatas trotoar sehingga aturan 

tersebut bisa berjalan dengan efektif. 

2. Keberadaan pedagang kaki lima di atas trotoar jalan dr. RS. Soebandi 

Jember jika ditinjau dari segi maslahah mursalah masuk ke tingkatan 

maslahah hajiyah. Keberadaan pedagang kaki lima diatas trotoar 

memberikan dampak positif namun di satu sisi memberikan dampak yang 

negatif atau kemudorotan, yaitu membawa keuntungan secara individu 

bagi para pedagang kaki lima namun membawa kemudorotan untuk 

pemerintah Kabupaten Jember dan juga pengguna jalan. Jadi menurut 

peneliti bahwa keberadaannya Pedagang Kaki Lima ditrotoar jalan dr. RS. 

Soebandi Jember adalah bentuk ketidak terpenuhinya maslahah mursalah 

bagi para masyrakat secara umum. 
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B. SARAN 

1. Untuk menciptakan sebuah peraturan yang efektif, seharusnya pemerintah 

memperhatikan dan menyiapkan segala hal yang perlu dipersiapkan 

misalnya sarana dan fasilitas yang mana hal tersebut sangat dibutuhkan 

oleh pedagang kaki lima, jika sarana dan fasilitas tidak diperhatikan maka 

penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik. Apabila penegak hukum 

tidak bekerja dengan baik, maka peraturan daerah tersebut tidak 

memberikan dampak efek jera kepada pedagang kaki lima untuk berjualan 

di atas trotoar RS. Dr. Soebandi Jember dan adanya peraturan daerah 

tersebut seperti tidak adanya peraturan yang mengikat terhadap para 

pedagang kaki lima atau tidak memberikan dampak apapun terhadap 

masyarakat sekitar. 

2. Keberadaaan pedagang k aki lima di jalan RS. Dr. Soebandi Jember 

memberikan dampak positif dan dampak negatif yaitu memberikan 

dampak positif atau maslahah buat para pedagang kaki lima dan sebagian 

masyarakat tetapi keberadaan pedagang kaki lima di atas trotoar jalan RS. 

Dr. Soebandi Jember memberikan dampak negative atau mengandung 

kemudhorotan bagi sebagian masyarakat terlebih khusus buat Pemerintah 

Daerah Jember karena mengakibatkan tatanan kota kurang menarik dan 

jalan raya menjadi macet. Maka dari itu menghilangkan kemudhorotan itu 

lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan. 
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Draf Wawancara 

Pedagang Kaki Lima 

1. Apa saja sarana yang digunakan untuk berjualan? 

2. Berapa lama anda berjualan disini? 

3. Mengapa ada berjualan di tempat ini? 

4. Apa saja barang dagangan yang anda jual? 

5. Mengapa anda memilih bekerja sebagai pedagang kaki lima? 

6. Sudah berapa lama anda berdagang kaki lima? 

7. Apakah anda tau tempat ini dilarang untuk berjualan? 

8. Apakah ada peringatan dari aparat pemerintah? 

9. Mengapa masih tetap berjualan disini padahal sudah ada peringatan dari aparat 

pemerintah? 

10. Apakah anda membayar untuk melakukan penjualan di lokasi ini? 

Satpol PP 

1. Sudah berapa lama anda menjadi satpol  pp? 

2. Apakah ada perlawanan dari pedagang kaki lima ketika ditertibkan? 

3. Bagaimana cara anda dalam menertibkan pedagang kaki lima yang melawan? 

4. Sudah ada berapa tempat yang sudah anda tertibkan? 

5. Apakah dari pemerintahan tidak menyediakan tempat alokasi untuk para pedagang 

kaki lima? 

6. Apakah ada perintah dari atasan untuk menertibkan PKL yang berjualan di trotoar? 

7. Apakah dari substansi konsisten dalam memberikan wewenang? 

8. Apakah ada sanksi buat PKL yang melakukan berjualan di trotoar? 

Pemda Kab. Jember (Bagian Hukum) 

1. Apa yang melatar belakangi adanya Peraturan Daerah Kab. Jember No. 8 tahun 2008 

tentang Pedagang Kaki Lima? 

2. Apakah pemerintah Kabupaten Jember menyediakan tempat alokasi untuk para 

pedagang kaki lima? 

3. Apakah pemerintah Kabupaten Jember memberikan wewenang kepada penegak 

hukum? 

4. Efektif atau tidak peraturan ini diterapkan di Kabupaten Jember? 



 
 

 

Konsumen pedagang kaki lima 

1. Mengapa anda membeli makanan disini? 

2. Bagaimana menurut anda terhadap pedagang kaki lima di jalan trotoar? 

Pejalan kaki 

1. Apakah keberadaan pedagang kaki lima di sepanjang trotoar mengganggu pejalan 

kaki? 
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3. Musyrif Ma‟had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016 – 2018. 

4. Sekertaris Generasi Baru Indonesia (GenBI) Komisariat Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017 – 2018. 

5. Departemen Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan BI Corner 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017 – 

2019. 
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